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ANALISIS PERBANDINGAN PENERIMAAN 
 PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ANTARA SEBELUM DENGAN SESUDAH 
PENETAPAN PAJAK PROGRESIF DI SAMSAT BULUKUMBA 
 
COMPARATIVE ANALYSIS OF VEHICLE TAX REVENUE BETWEEN 







Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan penerimaan pajak 
kendaraan bermotor antara sebelum dan sesudah penerapan pajak progresif, 
kontribusinya terhadap PKB, serta perbandingan penerimaan UPTD di 
Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Jenis data yang 
digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data 
menggunakan teknik pengamatan, wawancara, dan kepustakaan. Hasil 
penelitian bahwa: (1) Pajak Progresif mulai berlaku pada Maret 2014 dan 
dikenakan pada wajib pajak yang memiliki nama dan alamat yang sama pada 
kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya,  (2) Peningkatan PKB tahun 2013 
sebesar 34,67% dan tahun 2014 sebesar 19,64% , (3) Kontribusi pajak progresif 
terhadap PKB tahun 2014 sebesar 0,16%, dan di tahun 2015 sebesar 0,09% (4) 
Realisasi Penerimaan UPTD di tahun 2012 mencapai 94,1%, tahun 2013 dan 
2014 melampaui target yakni 101%. 




This research aims to determine the comparison of vehicle tax revenue between 
before and after implementation of progressive tax, it’s contribution to vehicle tax, 
and comparison of UPTD’s revenue. This research is descriptive qualitative. 
Research uses the primary data and secondary data. The techniques of obtaining 
the data were observation, interview, and library study. The results of the 
research are: (1) Progressive tax effective in March 2014 and imposed on 
taxpayers who have the same name and address on the second and subsequent 
vehicle ownership (2) In 2013, vehicle tax increases about 34,67% and in 2014 
about 19,64%, (3) Contribution progressive tax to vehicle tax is 0,16% in 2014 
and 0.09% in 2015, (4) Realisation of UPTD’s revenues reached 94,1% in 2012, 
and passed the target which is 101% in 2013 and 2014. 
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1.1 Latar Belakang 
Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas 
pemerintahan dan pembangunan memerlukan sumber penerimaan yang dapat 
diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama 
diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 
2001. Dengan penerapan otonomi tersebut, setiap daerah dipacu untuk dapat 
berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung 
pembiayaan pengeluaran daerah (Siahaan, 2013:1). 
Sumber Pendapatan daerah yang tertuang dalam Undang-undang (UU) 
Nomor 33 Tahun 2004 terbagi atas pendapatan asli daerah (PAD), dana 
perimbangan serta lain-lain pendapatan. PAD bertujuan memberikan 
kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi 
daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD 
bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 
daerah serta lain-lain PAD yang sah. Siahaan (2013:1) menyebutkan dari 
berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut daerah, Undang-
undang tentang pemerintahan daerah menetapkan pajak daerah serta retribusi 
daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah 
dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. 
Dasar penerapan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di 
Indonesia yaitu dengan pemberlakuan UU Nomor 18 Tahun 1997. UU Nomor 18 
Tahun 1997 merupakan upaya untuk mengubah dan memperbaiki sistem 
perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berlangsung di Indonesia, yang 
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banyak menimbulkan kendala baik dalam penetapannya maupun 
pemungutannya (Siahaan, 2013:2). Penerapan otonomi daerah serta adanya 
perubahan kondisi ekonomi dan sosial politik, pemerintah melakukan 
penyempurnaan terhadap UU Nomor 18 Tahun 1997 menjadi UU Nomor 20 
Tahun 2000. Penyempurnaan yang dilakukan terhadap UU Nomor 20 Tahun 
2000 diantaranya sebagai berikut. 
a. Perubahan istilah daerah tingkat I dan II menjadi daerah provinsi dan 
daerah kabupaten/kota. 
b. Perluasan definisi kendaraan bermotor menjadi kendaraan bermotor dan 
kendaraan di atas air. 
c. Pajak Hotel dan Restoran yang dipisahkan menjadi dua jenis pajak yakni 
Pajak Hotel dan Pajak Restoran. 
d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 
ditetapkan menjadi pajak provinsi (pada UU Nomor 18 Tahun 1997 
merupakan pajak daerah tingkat II). 
e. Penambahan jenis pajak kabupaten/kota yaitu Pajak Parkir. 
f. Penyesuaian istilah yang digunakan dalam penetapan pajak daerah. 
Setelah UU Nomor 20 Tahun 2000 diberlakukan selama sembilan tahun, 
pemerintah kembali melakukan penyempurnaan terhadap UU tentang pajak 
daerah dan retribusi daerah dengan menerbitkan UU Nomor 28 Tahun 2009. 
Siahaan (2013:57) menjelaskan UU Nomor 28 Tahun 2009 memperbaiki tiga hal, 
yaitu: penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, 
pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan 
(local taxing empowerment), dan peningkatan efektivitas pengawasan. Ketiga hal 
tersebut berjalan secara bersamaan, sehingga upaya peningkatan pendapatan 
asli daerah (PAD) dilakukan tetap sesuai dan konsisten terhadap prinsip-prinsip 
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perpajakan yang baik dan tepat, dan diperkenankan pengenaan sanksi apabila 
terjadi pelanggaran. 
Pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah 
mengalami beberapa penyempurnaan dari UU Nomor 20 Tahun 2000 yakni 
a. Adanya penambahan satu jenis pajak provinsi yaitu Pajak Rokok dan tiga 
jenis pajak kabupaten/kota yaitu PBB perdesaan dan perkotaan, BPHTB 
dan pajak sarang burung wallet. Sebagai catatan, untuk kabupaten/kota 
ada penambahan 1 jenis pajak yaitu Pajak Air Tanah yang sebelumnya 
merupakan pajak provinsi. 
b. Penambahan jenis retribusi daerah yaitu Retribusi Tera/Tera Ulang, 
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan 
Pendidikan, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. 
c. Perluasan basis pajak daerah yaitu. 
a) Pada PKB dan BBNKB, termasuk kendaraan pemerintah, 
b) Pada pajak hotel, mencakup seluruh persewaan di hotel, 
c) pada pajak restoran termasuk catering/jasa boga.  
d. Perluasan basis retribusi daerah,  
e. kenaikan tarif maksimum pajak daerah  yaitu  
a) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 5% menjadi 
10%. Khusus untuk kendaraan pribadi dapat diterapkan tarif 
pajak progresif, 
b) Tarif maksimum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dinaikkan 
dari 10% menjadi 20%, 
c) Tarif maksimum Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, 
dinaikkan dari 5% menjadi 10%, 
d) Tarif maksimum Pajak Parkir, dinaikkan dari 20% menjadi 30%, 
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e) Tarif maksimum Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, 
dinaikkan dari 20% menjadi 25%. 
f. Bagi Hasil Pajak Provinsi, 
g. Earmarking. 
Pengenaan pajak untuk kendaraan bermotor (kendaraan pribadi) berlaku 
tarif progresif yang spesifikasi tarif dapat disesuaikan dengan peraturan daerah 
namun tetap berpedoman pada UU Nomor 28 tahun 2009. Sebagai 
perpanjangan dari UU nomor 28 tahun 2009, Provinsi Sulawesi Selatan 
mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2011 tentang tata cara 
pemungutan pajak progresif untuk kendaraan pribadi (roda empat dan roda dua 
diatas 500CC) untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dimana pajak progresif 
berlaku di tahun 2014.  
Pada tanggal 08 Januari 2015, Tribun timur.com melaporkan bahwa 
realisasi pajak kendaraan bermotor tahun 2014 sebesar Rp 813 miliar dan bea 
balik nama Rp 1,016 trilyun,serta total realisasi pajak sebesar Rp 2,667 trilyun. 
Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa salah satu penyumbang 
terbesar pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB.  
Kontribusi PKB terhadap PAD Sulsel dari  tahun ke tahun selama periode 
2008-2012  cukup  tinggi. Pada tahun 2008, PKB berkontribusi sebesar 25,7%, 
tahun 2009 sebesar 29,6%, tahun 2010 sebesar 28,6%, tahun 2011 sebesar 
26,9% dan tahun 2012 sebesar 27,8%.  Walaupun  demikian,  kontribusi  ini  
relatif berfluktuasi dari tahun ke tahun. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 
2009 dan terkecil pada tahun 2008 (Anwar, 2014:38). 
Hal ini juga dapat dilihat dari data Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan mengenai perkembangan jumlah  kendaraan yang mengalami  
peningkatan yang cukup signifikan yaitu terjadi peningkatan jumlah kendaraan 
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beroda dua dan beroda empat sebesar 21,68% dari tahun 2010 hingga tahun 
2014.  
 
Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2010-2014 (unit) 
 






Sumber: DISPENDA Provinsi Sulawesi Selatan, Data Diolah 2015 
Kabupaten Bulukumba memiliki luas wilayah sekitar 1.154,7 km2 atau 
sekitar 2,5 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan yang meliputi sepuluh 
kecamatan dan terbagi ke dalam 27 kelurahan dan 109 desa. Penduduk 
Kabupaten  Bulukumba tahun  2013  berjumlah  404.896  jiwa dengan kepadatan  
penduduk pada tahun 2013 yaitu 351 orang per km2  yang berarti lebih tinggi 4 
orang dibandingkan tahun sebelumnya (Bulukumba dalam angka 2014, 
2015:3,34) 
Penulis menyimpulkan bahwa Kabupaten Bulukumba merupakan 
kabupaten yang cukup potensial untuk diteliti lebih dalam mengenai pendapatan 
daerahnya, salah satunya melalui penerimaan pajak kendaraan bermotor 
terutama dengan berlakunya pajak progresif. Hal ini juga didukung oleh 






Tabel 1.2 Banyaknya Kendaraaan Bermotor menurut Jenis Kendaraan Di 




Tahun 2009 Tahun 2013 
Sedan  43 34 
Jeep 81 142 
Mini Bus / ST. Wagon 1.600 3.382 
Micro Bus 2 8 
Pick Up 468 1.434 
Truck 37 28 
Truck Tangki 5 3 
Light Truck 317 405 
Dump Truck 16 81 
Ambulan 3 9 
Jumlah 2.572 5.526 
Sumber: Bulukumba dalam Angka 2010 dan 2014 
Berangkat dari data yang di atas, maka peneliti tertarik melakukan 
penelitian terhadap Pajak Kendaraan Bermotor khususnya di Kabupaten 
Bulukumba. Peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh dan mengangkat 
judul penelitian “Analisis Perbandingan Penerimaan Pajak Kendaraan 
Bermotor antara Sebelum dengan Sesudah Penerapan Pajak Progresif Di  
SAMSAT Bulukumba”. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian 
sebelumnya yang berjudul “Analisis Dampak Sebelum dan Sesudah Penerapan 
Pajak Kendaraan Bermotor dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
(Studi Kasus Kabupaten Karanganyar)”. Perbedaan penelitian yang disusun 
peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah berbedanya tempat penelitian, 
penelitian sebelumnya juga mengkaji pemahaman masyarakat Karanganyar 
terhadap penerapan pajak progresif serta kontribusi terhadap PAD Kabupaten 
Karanganyar, sedangkan peneliti lebih menekankan pada dampak penerapan 
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pajak progresif terhadap penerimaan PKB dan penerimaan Samsat Kabupaten 
Bulukumba secara keseluruhan. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan 
masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut. 
1. Bagaimana mekanisme penerapan pajak progresif di Kabupaten 
Bulukumba? 
2. Bagaimana perbandingan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 
sebelum dan sesudah diterapkannya pajak progresif di Kabupaten 
Bulukumba? 
3. Berapa besar kontribusi Pajak Progresif terhadap Penerimaan Pajak 
Kendaraan Bermotor di Samsat Bulukumba? 
4. Bagaimana perbandingan realisasi penerimaan Samsat Bulukumba 
sebelum dan sesudah penerapan pajak progresif? 
 
1.3 Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai 
berikut. 
1. Untuk mengetahui mekanisme penerapan pajak progresif di Kabupaten 
Bulukumba. 
2. Untuk mengetahui perbandingan penerimaan pajak kendaraan bermotor 
antara sebelum dan sesudah penerapan pajak progresif di Kabupaten 
Bulukumba . 
3. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Progresif terhadap Pajak Kendaraan 
Bermotor di Samsat Bulukumba. 
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4. Untuk mengetahui perbandingan realisasi penerimaan Samsat 
Bulukumba sebelum dan sesudah penerapan pajak progresif. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
1.4.1 Kegunaan Teoretis 
Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat 
bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang akan datang dan dijadikan acuan 
untuk penelitian selanjutnya. 
 
1.4.2 Kegunaan Praktis 
Diharapkan dapat memberikan informasi tentang penerapan pajak 
progresif kendaraan bermotor di Kabupaten Bulukumba, perbandingan 
penerimaan PKB, kontibusi pajak progresif terhadap PKB serta perbandingan 
realisasi penerimaan Samsat Bulukumba sebelum dan sesudah penerapan pajak 
progresif. 
 
1.4.3 Kegunaan Kebijakan 
Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan 
dasar pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan mengenai pajak daerah 
khususnya penerapan pajak progresif kendaraan bermotor.  
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Dalam laporan penelitian ini, sistematika pembahasan terdiri atas tiga bab, 
masing-masing uraian yang secara garis besar dapat diterangkan sebagai 
berikut. 
BAB I: PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 
kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 
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BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi landasan teori yang digunakan peneliti dalam melakukan 
penelitian, penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, kerangka 
pemikiran atau alur penelitian. 
BAB III: METODE PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan meliputi: 
Rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, 
teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan validitas temuan 
serta tahap-tahap penelitian. 
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini merupakan pokok pembahasan dari permasalahan yang 
diangkat dalam penelitian ini, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, 
serta hasil dan pembahasan. 
BAB V: PENUTUP 
Bab ini merupakan bab akhir dari keseluruhan penelitian ini yang berisi 
kesimpulan yang merupakan hasil dari kegiatan penelitian mengenai 
permasalahan yang diangkat. Bab ini juga menyertakan saran-saran 











2.1 Tinjauan Teori  
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah 
Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan 
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, PAD bertujuan memberikan 
kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi 
daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD 
bersumber dari. 
1. Pajak daerah; 
2. Retribusi daerah; 
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 
4. Lain-lain PAD yang sah. 
 
2.1.2 Dasar-Dasar Perpajakan 
2.1.2.1 Definisi dan Unsur Pajak 
Menurut Siahaan (2013:7), Pengertian Pajak adalah  
“Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) 
berdasarkan UU yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib 
membayarnya dengan mendapatkan prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) 
secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara 
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.”  
  
Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007, pengertian pajak adalah 
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.” 
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Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) menyatakan “Pajak adalah iuran 
rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan 
tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan 
yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” 
Menurut Adriani dalam Prakosa (2006:2), menyatakan bahwa: 
“Pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh 
wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi 
kembali langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dalam tugas pemerintahan.” 
 
Menurut Djajadiningrat dalam Prakosa (2006:2), menyatakan bahwa: 
“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan 
negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan 
kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu hukuman, menurut peraturan-
peraturan yang telah ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak 
ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan 
umum.” 
 
Dari definisi tersebut, Mardiasmo (2011:1) menyimpulkan bahwa pajak 
memiliki unsur-unsur sebagai berikut. 
a. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut hanyalah negara, iuran 
tersebut berupa uang (bukan barang). 
b. Berdasarkan Undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan 
kekuatan UU serta aturan pelaksanaannya. 
c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat 
ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 
individual oleh pemerintah. 
d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
 
2.1.2.2 Fungsi Pajak 
Mardiasmo (2011:1) membagi dua fungsi pajak, yaitu: 
a. Fungsi Budgetair. Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluarannya. 
b. Fungsi Mengatur (Regulerend). Pajak sebagai alat untuk mengatur atau 







2.1.2.3 Syarat Pemungutan Pajak 
Mardiasmo (2011:2) menyimpulkan bahwa pemungutan pajak harus 
memenuhi syarat-syarat agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan 
atau perlawanan, maka syarat tersebut dibagi menjadi sebagai berikut. 
a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan).  
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, UU dan pelaksanaan 
pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya 
mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan 
kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan 
memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan 
dalam pembayaran dan mengajukan kepada majelis pertimbangan pajak. 
b. Pemungutan pajak harus berdasarkan UU ( Syarat Yuridis).  
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan 
jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara ataupun warganya.  
c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis).  
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 
perdagangan, sehingga tidak timbul kelesuan perekonomian masyarakat. 
d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil).  
Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 
e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.  
Sistem Pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi 
oleh UU perpajakan yang baru. 
 
2.1.2.4 Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak 
Mardiasmo (2011:3) menjabarkan beberapa teori yang menjelaskan atau 
memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. 
a. Teori Asuransi  
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh 
karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi 
asuransi karena jaminan perlindungan tersebut. 
b. Teori Kepentingan  
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya 
perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang 
terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. 
c. Teori Daya Pikul 
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus 
dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya 
pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu: 
1. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang 
dimiliki oleh seseorang. 







d. Teori Bakti 
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan 
negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu meyadari 
bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. 
e. Teori Asas Daya Beli 
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut 
pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga untuk rumah tangga negara. 
Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk 
pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh 
masyarakat lebih diutamakan.  
 
2.1.2.5 Asas-Asas Pemungutan Pajak 
Asas pemungutan pajak dikategorikan menjadi tiga oleh Prakosa 
(2006:9), yaitu. 
a. Asas Yuridis. Asas Yuridis yaitu  
1. Hukum pajak harus memberi jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan 
keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun negaranya.  
2. Dasar Pengenaan Pajak UUD 1945, Pasal 23 ayat 2. 
b. Asas Ekonomis. Asas Ekonomis yaitu  
1. Alat untuk menentukan politik perekonomian bagi negara.  
2. Pemungutan pajak didasarkan:  
a) Tidak menghambat lancarnya jalur produksi dan perdagangan, dan  
b) Tidak menghambat kesejahteraan rakyat dan tidak merugikan 
kepentingan umum. 
c. Asas Finansial. Asas Finansial yaitu  
1. Biaya untuk mengenakan dan memungut pajak harus sesuai dengan tingkat 
pendapatannya.  
2. Pemungutan diupayakan pada saat terbaik bagi wajib pajak.  
3. Pemungutan diupayakan tepat dasar pengenaan pajak: penentuan atau 
peristiwa atau keadaan. 
 
Adam Smith pada abad ke-18 mengajarkan tentang asas-asas 
pemungutan pajak yang dikenal dengan nama four cannons atau The Four 
Maxims dalam buku An inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of 
Nations dengan uraian sebagai berikut (Suandy, 2002:27-28). 
a. Equality. 
Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan 
kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah 
perlindungan pemerintah. Dalam hal equality ini tidak diperbolehkan suatu 
negara melakukan diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Dalam keadaan 
yang sama wajib pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan yang 
berbeda wajib pajak harus diperlakukan berbeda. 
b. Certainty 
Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi 
kompromis (not arbitrary). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan 




c. Convenience of Payment 
Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu 
saat sedekat-dekatnya dengan saaat diterimanya penghasilan/ keuntungan yang 
dikenakan pajak. 
d. Economic of Collections 
Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan 
sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. 
Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih 
besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh. 
 
2.1.2.6 Sistem Pemungutan Pajak 
Prakosa (2006:14-15) membagi sistem pemungutan pajak menjadi tiga 
sistem. Sistem itu dibagi menjadi sebagai berikut. 
a. Official Assessment System.  
Official Assessment System yaitu Sistem pemungutan pajak yang 
mempercayakan kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 
pada fiskus (pemerintah). Sistem ini meletakkan wajib pajak pada posisi yang 
lemah dan pasif, utang pajak timbul setelah terbitnya surat ketetapan pajak oleh 
fiskus. Sistem ini hanya cocok diterapkan pada masyarakat yang berpendidikan 
rendah dan tingkat kejujuran aparat pajak tinggi. Jika tidak, bisa menimbulkan 
kewenangan dari aparat pajak dan korupsi. 
b. Self Assessment System 
Self Assessment System yaitu Sistem pemungutan pajak yang memberikan 
kepercayaan, tanggung jawab dan kewenangan untuk menghitung, 
memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang atau harus 
dibayar kepada diri pribadi wajib pajak sendiri. Sistem ini hanya cocok diterapkan 
bagi masyarakat yang sudah maju dan iklim pajaknya sudah baik, tax minded-
nya tinggi dan tingkat integritas masyarakatnya tinggi. 
c. Withholding System. 
Withholding System yaitu Sistem pemungutan pajak yang memberikan 
kewenangan dan kepercayaan kepada pihak ketiga untuk menghitung, 
memotong, ayau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 
 
2.1.2.7 Penggolongan Pajak 
Penggolongan pajak menurut sifatnya dalam Prakosa (2006:3-6) yaitu. 
a. Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung (menurut Surat Ketetapan dan 
Beban Pajaknya). 
Pendekatan pengertian penggolongan pajak langsung dan pajak tidak langsung 
ada dua yaitu pengertian administratif dan pengertian ekonomis. Pajak Langsung 
secara pengertian administratif, yaitu: pajak yang pengenaannya berdasarkan 
Surat Ketetapan Pajak ( Pajak berkohir/ber-SKP) dan secara periodik setiap 
waktu dalam jangka waktu yang tetap setiap tahun takwim. Contoh: PPh. Pajak 
Langsung secara pengertian ekonomis, yaitu: pajak yang pengenaannya 
dibebankan kepada wajib pajak sendiri langsung atau harus dipikul sendiri oleh 
wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh:PPh. Pajak 
tidak langsung secara pengertian administratif, yaitu: pajak yang pengenaannya 
tidak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (Pajak Berkohir/Ber-SKP) dan tidak 
secara periodi, tetapi dikenankan hanya apabila terjadi hal-hal atau perbuatan 
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atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya utang pajak. Contoh: PPN, Pajak 
Restoran, Cukai Tembakau, Bea Meterai, Bea Balik Nama. Pajak tidak langsung 
secara pengertian ekonomis, yaitu: pajak yang pengenaannya atau 
pembebanannya dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Cukai Tembakau, PPN, 
Bea Meterai, Bea Balik Nama, Pajak Restoran. 
b. Pajak subjektif dan pajak objektif (menurut dasar pengenaannya) 
Pajak Subjektif adalah pajak yang dasar pengenaannya memperhatikan keadaan 
pribadi dari wajib pajak dan untuk menetapkan besarnya pajak yang didasarkan 
keadaan material objektif wajib pajak. Contoh: Subjek PPh (orang pribadi dan 
warisan yang belum terbagi atau badan).  
Pajak Objektif adalah pajak yang dasar pengenaannya memperhatikan keadaan 
pribadi dari wajib pajak dan untuk menetapkan besarnya pajak didasarkan 
keadaan material objektif wajib pajak. Contoh: Pajak Objektif (dipungut karena 
keadaan: PKB, PBB, dan dipungut karena perbuatan: Bea Meterai, Bea Masuk, 
Cukai, PPh Undian). 
c. Pajak pribadi dan pajak kebendaan (menurut keadaan diri wajib pajaknya) 
Pajak Pribadi adalah pajak yang pengenaannya dititikberatkan pada diri wajib 
pajak. Contoh: PPh, Pajak Kekayaan (dahulu). Pajak Kebendaan adalah Pajak 
yang dasar pengenaannya tidak melihat keadaan wajib pajak, tetapi hanya 
melihat kepada objeknya. Contoh: PPN, PBB. 
d. Pajak pusat dan pajak daerah (menurut kewenangan pemungutnya) 
Pajak Pusat adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat 
dan diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Pajak serta hasilnya digunakan 
sebagai biaya atau belanja rumah tangga negara (APBN).  
Pajak Daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah 
Daerah (Provinsi, Kota Madya, Kabupaten) dan digunakan untuk membiayai 
keperluan rumah tangga daerah/APBD. Contoh: Pajak Hotel, Pajak 
Restoran,PKB. 
 
2.1.2.8 Tarif Pajak 
Suandy (2002:71) menyebutkan bahwa “salah satu syarat pemungutan 
pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun keadilan dalam 
pelaksanaannya”. Dengan adanya keadilan, pemerintah dapat menciptakan 
keseimbangan sosial, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada 
umumnya. Penentuan tarif pajak merupakan salah satu cara untuk mencapai 
keadilan. Mardiasmo (2011:9-10) mengelompokkan tarif menjadi 4 jenis yaitu. 
a. Tarif Sebanding/Proporsional 
Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai 
pajak sehingga pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai pajak 
yang dikenai pajak. Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam 
daerah pabean akan dikenakan pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% 
b. Tarif Tetap 
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai 
pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: Besarnya tarif Bea 





c. Tarif Progresif 
Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak 
semakin besar. Menurut kenaikan presentase tarifnya, tarif progresif dibagi: 
1. Tarif progresif progresif : Kenaikan persentase semakin besar 
2. Tarif progresif tetap: kenaikan presentase tetap 
3. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil. 
d. Tarif Degresif  
Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak 
semakin besar. 
 
2.1.2.9 Hambatan Pemungutan Pajak 
Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan oleh 
Mardiasmo (2011:8-9) menjadi: 
a. Perlawanan pasif 
Masyarakat yang pasif membayar pajak, yang dapat disebabkan oleh 
beberapa faktor antara lain: 
1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.. 
2. Sistem perpajakkan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat. 
3. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. 
 
b. Perlawanan aktif 
Perlawanan aktif merupakan semua usaha dan perbuatan yang 
secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk 
menghindari pajak. Bentuk dari perlawanan aktif antara lain: 
a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar 
UU. 
b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar UU 
(menggelapkan pajak). 
 
2.1.3 Pajak Daerah 
2.1.3.1 Pengertian Pajak Daerah dan Jenis Pajak Daerah 
Menurut Suandy (2002:41), “Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang 
pemungutannya ada pada pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh 




“Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yag bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 
  
Siahaan (2013:10) menyimpulkan pengertian pajak daerah adalah  
 
“Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan 
peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh 
pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran 
pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan di daerah”. 
 
 “Pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah 
provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberikan kewenangan untuk 
melaksanakan otonomi daerah”. Karena itu, pajak daerah di Indonesia dibagi 
menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota (Siahaan, 2013:10). 
Menurut UU nomor 28 tahun 2009 bab dua pasal dua, jenis pajak daerah 
dibagi menjadi: 
1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas: 
a. Pajak Kendaraan Bermotor; 
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 
d. Pajak Air Permukaan; 
e. Pajak Rokok. 
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: 
a. Pajak Hotel; 
b. Pajak Restoran; 
c. Pajak Hiburan; 
d. Pajak Reklame; 
e. Pajak Penerangan Jalan; 
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
g. Pajak Parkir; 
h. Pajak Air Tanah; 
i. Pajak Sarang Burung Walet; 
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan  
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan  Bangunan. 
 
2.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor 
2.1.4.1 Definisi Pajak Kendaraan Bermotor 
Siahaan (2013:175) menjabarkan pengertian pajak kendaraan bermotor  
sebagai berikut.  
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“Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan atau 
penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan 
beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan 
digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang 
berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga 
gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-
alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak 
melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang beroperasikan di air”.  
 
Siahaan (2013:176-177) menjelaskan lebih lanjut mengenai pemungutan 
PKB yang dapat disesuaikan dengan kebijakan dan atau peraturan di masing-
masing daerah. 
“Pemungutan PKB didasarkan pada ketentuan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 
pasal tiga sampai dengan delapan. Berdasarkan ketentuan UU PDRD, 
pengenaan PKB pada dasarnya tidak mutlak diterapkan pada seluruh daerah 
provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini berhubungan dengan kewenangan yang 
diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan 
suatu jenis pajak provinsi. Karena itu untuk dapat dipungut pada suatu daerah 
provinsi, maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan 
Daerah tentang PKB yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam 
teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan PKB di daerah provinsi yang 
bersangkutan”.  
 
2.1.4.2 Dasar Hukum Pemungutan PKB 
Siahaan (2013:177-178) menjelaskan dalam masa transisi pemberlakuan 
UU Nomor 28 Tahun 2009 dewasa ini, pemungutan PKB di Indonesia saat ini 
didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh 
masyarakat dan pihak yang terkait. Siahaan (2013:177-178) menjabarkan dasar 
hukum pemungutan PKB & Kendaraan di Atas Air (KAA) pada provinsi adalah 
sebagaimana di bawah ini.  
a. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
b. UU Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 18 
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
d. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang PKB&KAA. Peraturan daerah 
ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk PKB&KAA, tetapi dapat 
juga dibuat secara terpisah yaitu Peraturan Daerah tentang PKB dan Peraturan 
Daerah tentang PKAA. Contohnya: Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Nomor 4 tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama 
Kendaraan di Atas Air. 
e. Keputusan gubernur yang mengatur tentang PKB & KAA sebagai aturan 
pelaksanaan Peraturan Daerah tentang PKB & KAA pada provinsi dimaksud. 
Keputusan gubernur yang mengatur PKB & KAA dapat dibuat menyatu yaitu satu 
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keputusan gubernur untuk PKB & KAA, tetapi dapa juga dibuat secara terpisah 
yaitu Keputusan Gubernur tentang PKB dan Keputusan Gubernur tentang PKAA. 
 
2.1.4.3 Objek PKB 
Menurut Siahaan (2013:180) menjelaskan bahwa “objek PKB adalah 
kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor” dan juga menjabarkan 
pengertian kendaraan bermotor, sebagai berikut. 
“Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya 
yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik 
berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah kendaraan 
bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat yang besar 
yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara 
permanen serta kendaraan yang dioperasikan di air.” 
 
Siahaan (2013:180) menambahkan pengertian kepemilikan dan atau 
penguasaan kendaraan bermotor sebagai berikut. 
“Pengertian kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dapat 
ditentukan meliputi kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang 
terdaftar di daerah provinsi yang bersangkutan serta kepemilikan dan atau 
penguasaan kendaraan bermotor di daerah provinsi selama jangka waktu 
tertentu, misalnya 90 hari berturut-turut; alat-alat berat dan alat-alat besar 
(termasuk dalam pengertian ini antara lain: forklift, bulldozer, tracktor, whel 
loader, log loader, skyder, shovel, motor grader, excavatorback hoe, 
vibrator,compactor, scraper); serta jenis kendaraan darat lainnya, seperti kereta 
gandeng”. 
 
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor sepuluh Tahun 2010 
tentang Pajak Daerah bab tiga pasal empat disebutkan bahwa  
1) Obyek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. 
2) Dikecualikan dari obyek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat satu yaitu: 
a. Kereta Api; 
b.  Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan 
pertahanan dan keamanan negara.  
c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, 
perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga 
internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah. 
d. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas air dengan ukuran isi kotor 
GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage). 
 
2.1.4.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak PKB 




 “Subjek pajak PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau 
menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah 
orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak 
berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa 
badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib 
pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai 
kendaraan bermotor.” 
 
2.1.4.5 Dasar Pengenaan PKB 
Menurut Siahaan (2013:182), dasar pengenaan PKB adalah hasil 
perkalian dari dua unsur pokok, yaitu. 
a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB); dan 
b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau 
pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. 
 
Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan diluar jalan umum, 
termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar 
pengenaan PKB adalah NJKB (Siahaan, 2013:183). 
“NJKB ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan 
bermotor. Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari 
berbagai sumber data yang akurat, antara lain agen tunggal pemegang merek 
(ATPM) dan asosiasi penjual kendaraan bermotor.” 
 
Siahaan (2013:183) menjelaskan NJKB ditetapkan berdasarkan harga 
pasaran umum pada minggu pertama bulan desember tahun pajak sebelumnya. 
Dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB 
dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor, yaitu. 
a. Harga kendaraan bermotor dengan isi selinder dan atau satuan tenaga yang 
sama; 
b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi; 
c. Harga kendaraan bermotor dengen merek kendaraan bermotor yang sama; 
d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang 
sama; 
e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor; 
f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan motor sejenis; dan  
g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang 
(PIB). 
 
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor sepuluh Tahun 2010 
pasal enam, bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan 
atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor 
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dinyatakan dalam koefisien yang nilainya satu atau lebih besar dari satu, dengan 
pengertian sebagai berikut. 
a. Koefisien sama dengan satu berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran 
lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih 
dalam batas toleransi;  
b. Koefisien lebih besar dari satu berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut 
dianggap melewati batas toleransi. 
 
Pasal enam ayat tiga menjelaskan bahwa bobot dihitung berdasarkan 
faktor-faktor berikut ini. 
a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat 
Kendaraan Bermotor; 
b. Jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, 
gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; 
c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor 
yang dibedakan berdasarkan jenis mesin dua tak atau empat tak, dan isi silinder. 
 
2.1.4.6 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor 
Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009 pasal enam ayat satu dalam 
Siahaan (2013:185), besaran tarif pajak PKB untuk kendaraan bermotor pribadi 
ditetapkan sebagaimana dibawah ini. 
a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu 
persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen); 
b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dapat ditetapkan 
secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi 
sebesar 10% (sepuluh persen). Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan 
seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda empat atau lebih. 
c. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang 
sama. 
 
Selanjutnya pada pasal 6 ayat 2-4 ditentukan bahwa tarif PKB untuk 
kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial 
keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain 
yang ditetapkan paling rendah 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi 
sebesar 1% (satu persen). Adapun tarif PKB untuk kendaraan bermotor alat-alat 
berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu 
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persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen). Tarif PKB 
ditetapkan dengan peraturan daerah (Siahaan, 2013:186). 
 
2.1.4.6.1 Tarif Pajak Progresif PKB Provinsi Sulawesi Selatan 
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 2011 tentang 
Tatacara Pemungutan Pajak Progresif, menyatakan bahwa: 
“Maksud dan tujuan pengenaan pajak progresif adalah untuk memenuhi rasa 
keadilan dan mempertimbangkan asas kemampuan wajib pajak atas kepemilikan 
kedua dan seterusnya kendaraan bermotor pribadi roda dua 500cc keatas dan 
roda empat.” 
 
Pada bab tiga pasal tiga mengemukakan bahwa pengenaan pajak 
progresif dikenakan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan 
seterusnya berdasarkan nama dan alamat yang sama atau Nomor Pokok Wajib 
Pajak Daerah (NPWPD) yang sama. 
Bab empat pasal lima mengenai Tatacara Perhitungan Pajak Progresif 
diuraikan sebagai berikut. 
1) Tata cara perhitungan PKB Pajak Progresif unttuk kendaraan bermotor pribadi 
diuraikan sebagai berikut: 
a. Kepemilikan kedua sebesar 2,5% x dasar pengenaan PKB; 
b. Kepemilikan ketiga sebesar 3,5% x dasar pengenaan PKB; 
c. Kepemilikan keempat sebesar 4,5% x dasar pengenaan PKB; 
d. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 5,5% x dasar pengenaan PKB. 
2) Pajak progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hanya untuk: 
a. Kendaraan bermotor pribadi atas nama pribadi; 
b. Kendaraan Roda 4 (empat) keatas; 
c. Kendaraan Roda 2 (dua) dengan kapasitas 500 CC ke atas. 
3) Ketentuan teknis pemungutan pajak progresif ditetapkan lebih lanjut dengan 
Keputusan Kepala Dinas. 
 
2.1.4.7 Perhitungan PKB 
Menurut Siahaan (2013:186), “Besaran Pokok PKB yang terutang dihitung 
dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak”. Secara 
umum, perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus berikut. 




2.1.4.8 Pembayaran dan Penagihan PKB 
2.1.4.8.1 Pembayaran PKB 
Siahaan (2013:195) menjabarkan mengenai pembayaran PKB dimana 
PKB terutang harus dilunasi/dibayar sekaligus dimuka untuk masa dua belas 
bulan dimana PKB dilunasi selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak 
diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kendaraan Bermotor (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang 
Bayar (SKPDKB), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang 
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Pembayaran dapat 
dilakukan ke kas daerah bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh gubernur, 
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Apabila 
pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus 
disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang 
ditentukan gubernur. 
Wajib pajak yang telah melakukan pembayaran pajak diberikan tanda 
bukti pelunasan/pembayaran pajak dan penning. Penning kemudian ditempelkan 
pada tanda nomor kendaraan sebelah depan dan belakang. Bentuk, isi, kualitas 
dan ukuran tanda pelunasan pajak dan penning ditetapkan oleh Menteri Dalam 
Negeri (Siahaan, 2013:196). Wajib Pajak yang terlambat melakukan pembayaran 
akan dikenakan sanksi, yaitu. 
a. Keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui saat jatuh tempo yang 
ditetapkan dalam SKPD dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 
25% dari pokok pajak; dan 
b. Keterlambatan pembayaran pajak sebagaimana ditetapkan dalam SKPD yang 
melampaui lima belas hari setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi 
sebesar dua persen sebulan dihitung daei pajak kurang atau selambat dibayar 




Dalam keadaan tertentu gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat 
memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pembayaran 
PKB terutang dalam kurun waktu setelah memenuhi persyaratan yang 
ditentukan. Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran 
pajak serta tata cara pembayaran angsuran ditetapkan dengan keputusan 
gubernur (Siahaan, 2013:197). 
 
2.1.4.8.2 Penagihan PKB 
Pajak terutang yang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, 
gubernur atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. 
Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, 
dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayarkan 
bertambah. Penagihan pajak dilakukan dengan memberikan surat teguran atau 
surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan 
pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk 
oleh gubernur sekitar tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran pajak. Dalam 
jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain 
yang sejenis diterima, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang tersebut 
(Siahaan, 2013:196). 
Selanjutnya, bila jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar tidak 
dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat 
peringatan ataupun surat lain yang sejenis, akan ditagih dengan menggunakan 
surat paksa dimana dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelelangan, 
pencegahan, dan penyanderaan jika wajib pajak tetap tidak mau melunasi utang 
pajak sebagaimana mestinya. Terakhir apabila dilakukan penyitaan dan 
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pelelangan barang milik wajib pajak yang disita, pemerintah kabupaten/kota 
diberi hak untuk mendahului untuk tagihan pajak atau barang-barang milik wajib 
pajak atau penanggung pajak. Ketentuan hak mendahului meliputi pokok pajak, 
sanksi administrasi berupa kenaikan, bunga, denda, dan biaya penagihan pajak. 
Ketentuan tentang hak mendahului ini dimaksudkan memberikan jaminan kepada 
daerah pelunasan utang pajak daerah bila pada saat bersamaan wajib pajak 
memiliki utang pajak dan utang/kewajiban perdata kepada kreditur lainnya, 
sementara wajib pajak tidak mampu melunasi semua utangnya sehingga 
dinyatakan pailit (Siahaan, 2013:198). 
 
2.2 Tinjauan Empirik 
Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pajak Progresif Kendaraan 
Bermotor dijadikan sebagai acuan dalam mendukung penelitian ini, dijelaskan 
sebagai berikut. 
 
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu 
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Lanjutan Tabel 2.1 
 









Asas dalam “The 
Four Maxims” yang 
dikemukakan Adam 
Smith kelihatannya 
masih relevan untuk 
diterapkan dan 
sebaiknya harus 












































serta pajak progresif 
memiliki dampak 
positif lain yaitu 
meningkatkan 
penerimaan PKB 



















Lanjutan Tabel 2.1 
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Sumber: Data Sekunder yang telah diolah, 2015 
2.3 Kerangka Pikir 
Peneliti menjabarkan kerangka pikir dari penelitian ini dalam gambar 
sebagai berikut. 
 























3.1 Rancangan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kualitatif dan jenis 
penelitian ini jika ditinjau dari tujuan dan sifatnya adalah studi deskriptif. Data-
data yang diperoleh baik berupa angka maupun yang berupa tabel kemudian 
ditafsir dengan baik. Indrawan dan Yaniawati (2014:29) menjelaskan 
“pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang diarahkan untuk 
pencapaian tujuan memperoleh penjelasan secara mendalam atas penerapan 
sebuat teori”. Menurut Sekaran yang dikutip dalam Anwar (2014:26), “Studi 
deskriptif merupakan studi yang bertujuan untuk memberikan kepada peneliti 
sebuah riwayat atau untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan 
fenomena perhatian dari persfektif seseorang, organisasi atau lainnya“. 
Berdasarkan metode pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan 
metode studi kasus. Indrawan dan Yaniawati (2014:72) menyebutkan bahwa 
“studi kasus merupakan kajian dengan memberi batasan yang tegas terhadap 
suatu objek dan subjek penelitian tertentu, melalui pemusatan perhatian pada 
suatu kasus secara intensif dan rinci”. Penelitian ini menggambarkan tentang 
analisis perbandingan penerimaan pajak kendaraan bermotor antara sebelum 
dan sesudah penerapan pajak progresif. 
 
3.2 Kehadiran Peneliti 
Peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. 




tempat/lokasi penelitian untuk melihat, mengamati, mencatat namun tidak terlibat 
dalam kejadian yang diamati. 
 
3.3 Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di SAMSAT Bulukumba. Lokasi ini dipilih karena 
merupakan sumber data maupun informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini 
dilakukan kurang lebih selama satu bulan (10 Oktober 2015 hingga 10 November 
2015). 
 
3.4 Sumber Data 
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut. 
a. Data Primer  
Pengumpulan data primer dalam penelitian diperoleh dengan cara 
melakukan wawancara langsung dengan pihak Kantor Samsat Bulukumba yang 
terbuka dan mendalam, yaitu kegiatan yang dapat secara leluasa menggali data 
selengkap mungkin dan sedalam mungkin sehingga pemahaman peneliti 
terhadap fenomena yang ada sesuai dengan pemahaman para pelaku sendiri 
(Indrawan dan Yaniawati, 2014:137-138). 
b. Data Sekunder 
Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. 
“Sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan 
data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.” 
(Sugiyono, 2012: 225). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data 
yang diperoleh dari SAMSAT Bulukumba dan buku-buku yang berkaitan dengan 





3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh informasi dan data yang dikelola dalam penelitian ini, 
maka pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yakni sebagai berikut.  
a. Penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini merupakan 
penelitian yang dilakukan dengan menggunakan serta mempelajari data 
sekunder yang terkait dengan penelitian. 
b. Penelitian lapangan (field research). Untuk memperoleh data, maka 
peneliti mengadakan penelitian ke Kantor UPTD SAMSAT Bulukumba 
dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. 
1. Wawancara (interview), merupakan suatu kegiatan yang dilakukan 
untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan 
pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi 
mendalam (Indrawan dan Yaniawati, 2014:136). 
2. Dokumentasi (documentation), merupakan suatu pengumpulan data 
dengan menggunakan dokumentasi dari  SAMSAT Bulukumba. 
 
3.6 Metode Analisis Data 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk 
menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 
yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa maksud membuat kesimpulan 
yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2012:147). 
 
3.7 Pengecekan Validitas Temuan 
Pengecekan validitas temuan dapat dilakukan dengan melakukan uji 




menitikberatkan pada pengujian kredibilitas. Pengujian kredibilitas data dilakukan 
dengan cara (Sugiyono, 2012: 270-275): 
a. Perpanjangan pengamatan. Dalam perpanjangan pengamatan, peneliti 
mengecek kembali apakah data yang telah diberikan merupakan data 
yang benar. 
b. Meningkatkan ketekunan. Peneliti melakukan pengamatan secara lebih 
cermat dan berkesinambungan. 
c. Menggunakan bahan referensi. Peneliti melakukan pengamatan dengan 
adanya bukti pendukung. 
d. Triangulasi. Peneliti melakukan pengecekan data dari berbagai sumber 
dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. 
 
3.8 Tahap-Tahap Penelitian 
Proses pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan dengan susunan 
prosedur sebagai berikut. 
a. Melakukan observasi langsung ke objek penelitian sehingga peneliti 
dapat memperoleh gambaran umum mengenai penerapan pajak progresif 
kendaraan bermotor beserta hal yang terkait. 
b. Mengumpulkan data-data yang diperlukan sehubungan dengan penelitian 
untuk menjadi dasar acuan dalam penelitian. 
c. Menganalisis hasil dari data yang diperoleh. 









4.1 Gambaran umum lokasi penelitian 
4.1.1 Pengertian Kantor Bersama Samsat  
Dalam peraturan presiden nomor lima tahun 2015 bab satu pasal satu 
ayat satu menjabarkan pengertian dari Samsat (Sistem Administrasi Manunggal 
Satu Atap) adalah 
“Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut samsat 
adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi 
Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor 
Bersama Samsat.” 
 
Berdasarkan peraturan Presiden nomor lima tahun 2015 bab satu pasal 
satu poin tiga, pengertian kantor bersama samsat adalah 
“Kantor Bersama Samsat adalah wadah bagi Kepolisian Negara Republik 
Indonesia yang membidangi lalu lintas, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 
yang melaksanakan pemungutan pajak provinsi dan Badan Usaha dalam 
menyelenggarakan Samsat.” 
 
Badan usaha yang dimaksud dalam peraturan presiden nomor lima tahun 
2015 merupakan “ … Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan 
peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1980 yang ditunjuk oleh Menteri … untuk 
menyelenggarakan pengelolaan atas Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu 
Lintas Jalan dan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.” 
Singkatnya, Kantor Bersama Samsat merupakan suatu sistem kerjasama 
secara terpadu antara Pihak Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa 
Raharja (Persero) dalam tugasnya melayani masyarakat. Dalam hal ini, Polri 
memiliki fungsi penerbitan STNK; Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan 
besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan 
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Bermotor (BBN-KB); sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib 
Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). 
 
4.1.2 Kantor Bersama Samsat Bulukumba (UPTD wilayah Bulukumba). 
4.1.2.1 Sejarah Singkat Terbentuknya Kantor Bersama Samsat Bulukumba 
(UPTD wilayah Bulukumba). 
Kantor Bersama Samsat Bulukumba terbentuk pada tanggal 18 Agustus  
2004 dengan status sebagai kantor cabang atau pembantu dari kantor samsat 
yang berpusat di Kabupaten Bantaeng. Pada saat itu, kantor pusat yang berada 
di Kabupaten Bantaeng meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Jeneponto, 
Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba dan Kepulauan Selayar. 
Pada November 2009, Kantor Bersama Samsat Bulukumba menjadi 
pelaksana dari wilayah XV Bulukumba yang meliputi wilayah kerja pelayanan 
Kabupaten Bulukumba dan Kepulauan Selayar. Hal ini berdasarkan Peraturan 
Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 141 Tahun 2009 tentang organisasi dan tata 
kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan.  
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 141 Tahun 2009 kemudian 
dicabut dan digantikan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 
enam belas Tahun 2010, yang kemudian mengalami perubahan menjadi 
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 37 Tahun 2011. Dalam Peraturan 
Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 37 Tahun 2011, UPTD wilayah Bulukumba 
memiliki wilayah kerja pelayanan Kabupaten Bulukumba dan terbentuk UPTD 
wilayah Kepulauan Selayar berkedudukan di Benteng dengan wilayah kerja 





4.1.2.2 Tugas Pokok UPTD wilayah Bulukumba 
UPTD wilayah Bulukumba memiliki tugas pokok meyelenggarakan 
sebagian tugas teknis dinas dalam rangka melakukan pemungutan pendapatan 
daerah, yang masing-masing dipimpin oleh kepala UPTD yang berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
 
4.1.2.3 Visi dan Misi UPTD wilayah Bulukumba 
UPTD wilayah Bulukumba merupakan perpanjangan tangan dari Dinas 
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan pemungutan 
pajak di wilayah pelayanan  sehingga berdasarkan wawancara dengan 
Kamaruddin, S.Sos., MM , Peneliti mengetahui bahwa visi dan misi dari UPTD 
wilayah Bulukumba dengan Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan adalah 
sama. 
Visi Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan adalah maksimalnya 
peningkatan daerah melalui pengelolaan pendapatan daerah yang bersih, tertib, 
transparan, akuntabel dan inovatif. 
Misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 
a. Melaksanakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 13% per tahun dan 
total pendapatan daerah sekitar 10% per tahun; 
b. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan efisiensi unit kerja dalam rangka 
memberikan kualitas prima dalam pelayanan pajak; 
c. Mewujudkan aparatur laki-laki dan perempuan yang cakap, handal, jujur, 
bertanggung jawab dan professional dalam mengelola pendapatan 
daerah; 
d. Mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang 
transparan dan akuntabel. 
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4.1.2.4 Susunan Organisasi UPTD Wilayah Bulukumba 
Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor enam belas 
Tahun 2010 bab tiga pasal tiga, Susunan Organisasi UPTD pada Dinas 
Pendapatan Daerah, terdiri atas: 
a. Kepala; 
b. Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Seksi Pendataan dan Penetapan; dan 
d. Seksi Penagihan dan Penerimaan 
. 
Nama pegawai pada Kantor UPTD wilayah Bulukumba adalah sebagai berikut. 
 
Tabel 4.1 Nama Pegawai Kantor UPTD Wil. Bulukumba 
 
No Nama Jabatan 
1 Drs. Asdar Sulaiman, M.si Kepala UPTD Wil. Bulukumba 
2 Kamaruddin, S.Sos., MM Kasubag Tata Usaha 
3 H.Hatamuddin, SE Kasi Pendataan dan Penetapan 
4 Muh. Aras Akbar, S.Kom., M.Si Kasi Penagihan dan Penerimaan 
5 Muhammad  Anstari, SH. MM Administrator Pelayanan 
6 Muhammad Dahlan, SH Pembantu Bendahara Penerima 
7 Hasnawati Ruddin, S.Sos Staf 
No Nama Jabatan 
8 Heryono, A.Md Staf 
9 Suarni, S.Pd Kasir 
10 Asri, SE Staf 
11 Asriadi Pembantu Bendahara Pengeluaran 
12 Andi Supriadi OPSYS 
13 A. Asdar Mappangara Penetapan 
Sumber: UPTD Wilayah Bulukumba, 2015. 
 

























Sumber: UPTD Wilayah Bulukumba, 2015. 
 
4.1.2.5 Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Pegawai UPTD Wilayah 
Bulukumba 
4.1.2.5.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kepala UPTD 
Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor enam belas 
Tahun 2010 pasal empat menjelaskan bahwa kepala UPTD memiliki tugas pokok 
untuk “… melaksanakan sebagian tugas operasional dalam bidang pemungutan 
pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawabnya dan menjalankan 
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.” 
Pasal empat ayat dua menjelaskan bahwa untuk melaksanakan tugas 
pokok, Kepala UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut.  
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a. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan; 
b. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian; 
c. Pengelolaan pendapatan; 
d. Pengoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian 
data; 
e. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tata laksana; 
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya. 
 
Rincian tugas kepala UPTD yang diatur dalam Peraturan Gubernur 
Sulawesi Selatan Nomor enam belas Tahun 2010 pasal empat ayat tiga adalah 
sebagai berikut. 
a. Menyusun rencana kegiatan UPTD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan 
sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; 
c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk 
mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan; 
d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas 
untuk menghindari kesalahan; 
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan tugasnya; 
f. Menyusun rencana penerimaan dan teknis operasional dinas; 
g. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah; 
h. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan proses pemberian 
keringanan pajak daerah dan penyelesaian keberatan wajib pajak; 
i. Meneliti permohonan keberatan dan keringanan pajak daerah; 
j. Menyusun rencana anggaran kegiatan tahunan; 
k. Menyusun rencana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan 
lainnya; 
l. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan secara perbulan dan triwulan; 
m. Melaksanakan urusan ketatausahaan UPTD; 
n. Melaksanakan kegiatan layanan unggulan samsat sesuai dengan kebijakan yang 
ditetapkan; 
o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPTD dan memberikan saan 
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 
p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan 
bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 
 
4.1.2.5.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Tata 
Usaha 
Pasal lima ayat satu dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 
enam belas Tahun 2010 menjelaskan tugas pokok kepala sub bagian tata usaha 
yakni 
“Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang 
mempunyai tugas pokok melakukan administrasi ketatausahaan, koordinasi dan 
pengendalian, monitoring, dan evaluasi dan pengukuran kinerja lingkup UPTD 




Tugas pokok dari kepala sub bagian tata usaha dalam pasal lima ayat 
dua dirinci sebagai berikut. 
a. Menyusun rencana kegiatan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman 
dalam melaksanakan tugas; 
b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberikan petunjuk pelaksanaan 
tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; 
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan 
bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan; 
d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari 
kesalahan; 
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
f. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana; 
g. Melakukan urusan administrasi umum dan kepegawaian; 
h. Melakukan urusan penyusunan laporan UPTD; 
i. Melakukan penatausahaan administrasi keuangan dan barang kuasi; 
j. Melakukan urusan dokumentasi perkantoran; 
k. Melakukan inventarisasi barang dan aset daerah pada wilayah UPTD; 
l. Membuat rekapitulasi laporan pendataan, penetapan, penagihan, penerimaan, 
pengurangan dan keringanan pajak; 
m. Menyusun laporan perkembangan kinerja UPTD pada Dinas Pendapatan 
Daerah; 
n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan 
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 
kebijakan; 
o. Melakukan tugas kedinasan laun yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 
 
4.1.2.5.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kepala Seksi Pendataan 
dan Penetapan 
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor enam belas Tahun 2010 
yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis dinas 
(UPTD) pada dinas pendapatan daerah provinsi Sulawesi Selatan pasal enam 
ayat satu bahwa  
“Seksi  Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh serang Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas UPTD dalam bidang 
pendataan dan penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan 
lainnya.” 
 
Tugas pokok kemudian dirinci dalam ayat dua sebagai berikut. 
a. Menyusun rencana kegiatan-kegiatan seksi pendataan dan penetapan sebagai 
pedoman dan melaksanakan tugas; 
b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan member petunjuk pelaksanaan tugas 
kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; 
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksaaan tugas dan kegiatan 
bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan; 
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d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari 
kesalahan; 
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
f. Melakukan penyelenggaraan kegiatan pendataan, pendaftaran, perhitungan, 
penelitian dan verifikasi pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan 
pendapatan launnya dengan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) 
dan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD); 
g. Menyampaikan surat ketetapan kepada wajib pajak dan retribusi; 
h. Melakukan inventarisasi data potensi obyek dan subyek pajak daerah, penetapan 
dan penginventarisasian wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban tepat 
waktu; 
i. Melakukan administrasi pendataan, penetapan pajak daerah dan retribusi 
daerah; 
j. Mengoordinasikan pengoperasian sistem pengelolaan data elektronik; 
k. Menatausahakan arsip penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea 
balik nama kendaraan bermotor (BBN KB); 
l. Membuat laporan hasil pendataan dan penetapan setiap bulannya; 
m. Membuat laporan hasil pendataan dan penetapan setiap bulannya; 
n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pendataan dan penetapan dan 
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 
kebijakan; 
o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan 
bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 
 
4.1.2.5.4 Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kepala Seksi Penagihan 
dan Penerimaan 
Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor enam belas 
Tahun 2010 pasal tujuh ayat satu menjelaskan tugas pokok dari seksi penagihan 
dan penerimaan yakni “Seksi Penagihan dan Penerimaan dipimpin oleh seorang 
Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas UPTD 
dalam bidang penagihan dan penerimaan.” 
Tugas pokok seksi penagihan dan penerimaan kemudian dirinci sebagai 
berikut. 
a. Menyusun rencana kegiatan-kegiatan seksi penagihan dan penerimaan sebagai 
pedoman dalam melaksanakan tugas; 
b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan member petunjuk pelaksanaan tugas 
kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; 
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan 
bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan; 
d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari 
kesalahan; 
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 




g. Menyiapkan surat penagihan dan surat teguran terhadap wajib pajak yang tidak 
memenuhi kewajiban tepat waktu; 
h. Memberikan informasi mengenai tata cara pemungutan dan aturan yang terkait 
dengan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya; 
i. Menatausahakan penerimaan, penyetoran, pembukuan, pembuatan laporan hasil 
penerimaan dan tunggakan pajak daerah; 
j. Melakukan tugas operasional pemeriksaan pelunasan pajak kendaraan bermotor 
(PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN KB) di jalan raya bekerja 
sama dengan instansi terkait; 
k. Membuat laporan pelaksanaan penagihan dan penerimaan setiap bulannya; 
l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi penagihan dan penerimaan 
dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 
kebijakan; 
m. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperinahkan atasan sesuai dengan bidang 
tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 
 
4.2  Mekanisme Penerapan Pajak Progresif di Kabupaten Bulukumba 
4.2.1 Pertumbuhan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bulukumba 
Jumlah unit kendaraan bermotor di Kabupaten Bulukumba yang tercatat 
dalam database kantor UPTD wilayah Bulukumba merupakan kendaraan yang 
terdaftar terbayar.  
Mengenai adanya kenaikan dan/atau penurunan jumlah kendaraan 
dijelaskan oleh Muhammad Ansyari, SH., MM. (Administrator Pelayanan) bahwa  
“Kendaraan yang ada dalam database di kantor UPTD adalah kendaraan yang 
terdaftar terbayar, bukannya kendaraan yang terdaftar teregistrasi sehingga 
normal jika adanya naik dan turun. Kalau turun berarti ada terjadi tunggakan.”  
 
Tabel 4.2 Jumlah Unit Kendaraan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 
 
No Jenis Kendaraan Bermotor 
Jumlah Unit Kendaraan (2011) 
Baru Ulang 
1 Sedan 1 47 
2 Jeep 21 88 
3 Bus - - 
4 Minibus 411 2.020 
5 Microbus - 4 
6 Pick Up 344 616 
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7 Light Truck 56 350 
8 Truck 13 37 
9 Box 22 8 
10 Dump Truck 50 28 
11 Truk Tangki - 2 
12 Alat Berat - - 
13 Double Cabin 2 1 
14 ST. Wagon - - 
15 Microlet - - 
16 Ambulance - 22 
17 Pemadam - - 
18 Mobil Jenazah - - 
19 Taxi - - 
20 Sepeda Motor Roda Dua 7.390 29.619 
21 Sepeda Motor Roda Tiga 53 22 
Total 8.363 32.864 
 Sumber: UPTD Wilayah Bulukumba, 2015. 
 
Pada tahun 2011, jumlah kendaraan yang terdaftar terbayar di kantor 
UPTD sebanyak 41.227 unit kendaraan yang terdiri dari kendaraan ulang dan 
baru. Proporsi kendaraan terbesar adalah sepeda motor roda dua sebesar 
89,76%, yang diikuti oleh jenis kendaraan minibus sebesar 5,89% dan jenis 
kendaraan pick up sebesar 2,32%. 
 
Tabel 4.3 Jumlah Unit Kendaraan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 
 
No Jenis Kendaraan Bermotor 
Jumlah Unit Kendaraan (2012) 
Baru Ulang 
1 Sedan 1 44 
2 Jeep 21 95 
3 Bus - - 
4 Minibus 486 2.288 
5 Microbus 1 5 
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6 Pick Up 334 872 
7 Light Truck 56 384 
8 Truck 7 18 
9 Box 1 21 
10 Dump Truck 22 39 
11 Truk Tangki - 5 
12 Alat Berat - - 
13 Double Cabin 1 4 
14 Tronton - 1 
15 Microlet - - 
16 Ambulance - 13 
17 Pemadam - - 
18 Mobil Jenazah - - 
19 Taxi - - 
20 Sepeda Motor Roda Dua 6.756 32.921 
21 Sepeda Motor Roda Tiga 46 59 
Total 7.732 36.769 
Sumber: UPTD Wilayah Bulukumba, 2015. 
 
Pada tahun 2012, jumlah kendaraan yang terdaftar terbayar di kantor 
UPTD sebanyak 44.501 unit kendaraan yang terdiri dari 36.769 kendaraan ulang 
dan 7.732 kendaraan baru. Proporsi kendaraan terbesar adalah sepeda motor 
roda dua sebesar 89,15%, yang diikuti oleh jenis kendaraan minibus sebesar 
6,23% dan jenis kendaraan pick up sebesar 2,71%. 
 
. Tabel 4.4 Jumlah Unit Kendaraan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2013 
 
No Jenis Kendaraan Bermotor 
Jumlah Unit Kendaraan (2013) 
Baru Ulang 
1 Sedan 2 32 
2 Jeep 25 117 
3 Bus 1 - 
4 Minibus 651 2.731 
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5 Microbus 2 6 
6 Pick Up 387 1.077 
7 Light Truck 55 350 
8 Truck - 28 
9 Box 2 27 
10 Dump Truck 33 48 
11 Truk Tangki - 3 
12 Alat Berat - 35 
13 Double Cabin 1 3 
14 ST. Wagon - - 
15 Microlet - - 
16 Ambulance - 12 
17 Pemadam 1 - 
18 Mobil Jenazah - - 
19 Taxi - - 
20 Sepeda Motor Roda Dua 7.104 34.985 
21 Sepeda Motor Roda Tiga 22 38 
Total 8.286 39.492 
Sumber: UPTD Wilayah Bulukumba, 2015. 
 
Pada tahun 2013, jumlah kendaraan yang terdaftar terbayar di kantor 
UPTD sebanyak 47.778 unit kendaraan yang terdiri dari 39.492 kendaraan ulang 
dan 8.286 kendaraan baru. Proporsi kendaraan terbesar adalah sepeda motor 
roda dua sebesar 88,08%, yang diikuti oleh jenis kendaraan minibus sebesar 
7,07% dan jenis kendaraan pick up sebesar 3,06%. 
 
Tabel 4.5 Jumlah Unit Kendaraan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 
 
No Jenis Kendaraan Bermotor 
Jumlah Unit Kendaraan (2014) 
Baru Ulang 
1 Sedan 1 36 
2 Jeep 14 116 
3 Bus - 1 
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4 Minibus 636 2.975 
5 Microbus - 6 
6 Pick Up 516 1.388 
7 Light Truck 48 305 
8 Truck 6 23 
9 Box 1 12 
10 Dump Truck 26 57 
11 Truk Tangki 2 2 
12 Alat Berat - 18 
13 Double Cabin 4 12 
14 ST. Wagon - 2 
15 Microlet - - 
16 Ambulance 1 15 
17 Pemadam 1 - 
18 Mobil Jenazah 1 - 
19 Taxi 1 - 
20 Sepeda Motor Roda Dua 7.953 35.164 
21 Sepeda Motor Roda Tiga 29 65 
Total 9.240 40.197 
Sumber: UPTD Wilayah Bulukumba, 2015. 
 
Pada tahun 2014, jumlah kendaraan yang terdaftar terbayar di kantor 
UPTD sebanyak 49.437 unit kendaraan yang terdiri dari 40.197 unit kendaraan 
ulang dan 9.240 unit kendaraan baru. Proporsi kendaraan terbesar adalah 
sepeda motor roda dua sebesar 87,21%, yang diikuti oleh jenis kendaraan 
minibus sebesar 7,30% dan jenis kendaraan pick up sebesar 3,85%. 
Berdasarkan data di atas, sejak tahun 2011-2014 tercatat peningkatan 
sebesar 8.210 unit kendaraan. Berdasarkan data diatas juga dapat disimpulkan 
bahwa tren penggunaan kendaraan bermotor di Kabupaten Bulukumba selama 
tahun 2011-2014 adalah sepeda motor roda dua (sekitar 87-89%), diikuti 
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kendaraan jenis minibus (sekitar 5-7%), dan kendaraan jenis pick up (sekitar 2-
3%). 
 
Tabel 4.6 Tingkat Pertumbuhan Kendaraan di Kabupaten Bulukumba  
 
Tahun Jumlah Kendaraan (Ulang + Baru) Tingkat Pertumbuhan 
2011 41.227 - 
2012 44.501 7,94 % 
2013 47.778 7,36 % 
2014 49.437 3,47 % 
Sumber: UPTD Wilayah Bulukumba, data diolah, 2015. 
 
4.2.2 Penerapan Pajak Progresif Di Kabupaten Bulukumba 
Pajak kendaraan bermotor termasuk dalam kategori pajak yang dikelola 
oleh provinsi. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, kendaraan bermotor 
kepemilikan kedua dan seterusnya dikenakan tarif progresif. Hal ini kemudian 
ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 
sepuluh tahun 2010 tentang pajak daerah, dan pajak progresif diatur secara 
spesifik melalui Peraturan Gubernur nomor 82 tahun 2011 tentang tatacara 
pemungutan pajak progresif. 
Penerapan pajak progresif mulai berlaku serentak di seluruh kabupaten di 
Sulawesi Selatan sejak bulan Maret 2014. Adanya jarak waktu antara penetapan 
peraturan dan penerapan di lapangan karena adanya sosialisasi kepada 
masyarakat mengenai pajak progresif. Hal ini diperjelas dengan wawancara 
dengan pegawai di kantor UPTD wilayah Bulukumba. 
Muh. Aras Akbar, S.Kom., M.Si (Kasi Penagihan dan Penerimaan) 
menjelaskan bahwa berbagai cara sosialisasi kepada masyarakat telah 
dilakukan. Beberapa sosialisasi yang dilakukan adalah selama tahun 2012, 
BBNKB digratiskan dengan tujuan kendaraan (bekas) yang telah 
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dipindahtangankan (diperjualbelikan) dapat melaporkannya kepada pihak 
Samsat, pembagian brosur mengenai pajak progresif kepada masyarakat. 
Muhammad Ansyari, SH., MM. (Administrator Pelayanan) menambahkan 
sosialisasi juga dilakukan melalui radio serta speaker masjid mengenai 
pemberlakuan pajak progresif. 
 
4.2.3 Tujuan Penerapan Pajak Progresif di Kabupaten Bulukumba 
Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 
2011 tentang Tatacara Pemungutan Pajak Progresif, menyatakan bahwa: 
“Maksud dan tujuan pengenaan pajak progresif adalah untuk memenuhi rasa 
keadilan dan mempertimbangkan asas kemampuan wajib pajak atas kepemilikan 
kedua dan seterusnya kendaraan bermotor pribadi roda dua 500cc keatas dan 
roda empat.” 
 
Muh. Aras Akbar, S.Kom., M.Si (Kasi Penagihan dan Penerimaan) menjelaskan 
mengenai dasar diterapkannya pajak progresif adalah asas keadilan atau subsidi 
silang. Pajak progresif beranggapan bahwa jika wajib pajak memiliki kemampuan 
untuk memiliki kendaraan lebih dari satu, maka wajib pajak dianggap mampu 
untuk membayar pajak lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak yang hanya 
memiliki satu kendaraan. 
 Muhammad Ansyari, SH., MM. (Administrator Pelayanan) menambahkan 
diharapkan secara tidak langsung, pajak progresif juga diharapkan dapat 
mengurangi kepadatan lalu lintas.  
Berdasarkan pengamatan dari peneliti selama berada di Kabupaten 
Bulukumba, tingkat kepadatan lalu lintas masih belum sepadat di Kota Makassar 
sehingga tujuan secara tidak langsung yang disebutkan Bapak Muhammad 





4.2.4 Mekanisme Perhitungan dan Pembayaran Pajak Progresif di 
Kabupaten Bulukumba 
4.2.4.1 Mekanisme Perhitungan Pajak Progresif  
Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 
2011 bab empat pasal lima mengenai Tatacara Perhitungan Pajak Progresif 
diuraikan sebagai berikut. 
1) Tata cara perhitungan PKB Pajak Progresif unttuk kendaraan bermotor pribadi 
diuraikan sebagai berikut. 
a. Kepemilikan kedua sebesar 2,5% x dasar pengenaan PKB; 
b. Kepemilikan ketiga sebesar 3,5% x dasar pengenaan PKB; 
c. Kepemilikan keempat sebesar 4,5% x dasar pengenaan PKB; 
d. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 5,5% x dasar pengenaan PKB. 
2) Pajak progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hanya untuk : 
a. Kendaraan bermotor pribadi atas nama pribadi; 
b. Kendaraan Roda 4 (empat) keatas; 
c. Kendaraan Roda 2 (dua) dengan kapasitas 500 CC ke atas. 
3) Ketentuan teknis pemungutan pajak progresif ditetapkan lebih lanjut dengan 
Keputusan Kepala Dinas. 
 
Pajak Progresif dikenakan untuk nama dan alamat yang sama untuk 
kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Hal ini dapat dilihat 
dalam penjabaran perhitungan serta analisis dalam perumpamaan sebagai 
berikut. 
Perumpamaan 1 
Bapak Said yang beralamatkan Jalan Sukaria No.9 memiliki beberapa 
jenis kendaraan yakni: 
1. Mobil Chevrolet tipe AVEO 1.4 LT A/T (4X2) tahun 2014 dibeli baru pada 
tahun 2014. 
2. Mobil Honda tipe JAZZ GE8 1.5 A MT (CKD) Tahun 2014 dibeli baru 
pada Januari 2015. 
3. Mobil Toyota tipe YARIS 1.5 S A/T Tahun 2014 dibeli bekas pada 
September 2015 dan sudah dilakukan BBN-KB. 
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Analisis: Pak Said memiliki tiga kendaraan bermotor yang urutan 
kepemilikan adalah Mobil Chevrolet tipe AVEO 1.4 LT A/T (4X2) tahun 2014 
(kendaraan pertama), Mobil Honda tipe JAZZ GE8 1.5 A MT (CKD) Tahun 2014 
(kendaraan kedua), dan Mobil Toyota tipe YARIS 1.5 S A/T Tahun 2014 
(kendaraan ketiga). Mobil kepemilikan kedua dan ketiga dikenakan pajak 
progresif dimana mobil kepemilikan pertama dikenakan tarif normal yakni 1,5% 
dari NJKB. 
Perhitungan PKB:  
1. Mobil Chevrolet tipe AVEO 1.4 LT A/T (4X2) tahun 2014 dibeli baru pada 
tahun 2014. 
PKB =  Tarif x NJKB 
PKB = 1,5% x Rp 161.000.000 
PKB = Rp 2.415.000 
2. Mobil Honda tipe JAZZ GE8 1.5 A MT (CKD) Tahun 2014 dibeli baru 
pada Januari 2015. 
PKB =  Tarif x NJKB 
PKB = 2,5% x Rp 153.000.000 
PKB = Rp 3.825.000 
3. Mobil Toyota tipe YARIS 1.5 S A/T Tahun 2014 dibeli bekas pada 
September 2015 dan sudah dilakukan BBN-KB. 
PKB =  Tarif x NJKB 
PKB = 3,5% x Rp 182.000.000 









Bapak Dedi yang beralamatkan Jalan Bahagia No.2 memiliki beberapa 
jenis kendaraan yakni: 
1. Mobil Toyota tipe COROLA ALTIS 1.8J MT Tahun 2008 dibeli baru pada 
Januari 2010.  
2. Motor Honda tipe GOLDWING GL 1800 Tahun 2010 yang dibeli bekas 
pada 2013 dan sudah dilakukan BBN-KB.  
3. Mobil BMW tipe M3 COUPE AT Tahun 2010 dibeli bekas pada 2015 dan  
telah melakukan BBN-KB namun sebelumnya Pak Dedi memiliki mobil 
BMW dengan tipe 125I COUPE AT tahun 2010 dan telah menjualnya 
tahun 2014 namun belum melaporkan ke SAMSAT.  
Analisis: Pak Dedi memiliki kendaraan bermotor yang urutan kepemilikan 
adalah Mobil Toyota tipe COROLA ALTIS 1.8J MT Tahun 2008 (kendaraan roda 
empat pertama), dan Motor Honda tipe GOLDWING GL 1800 Tahun 2010 
(kendaraan roda dua pertama), mobil BMW dengan tipe 125I COUPE AT tahun 
2010 (kendaraan kedua) dan Mobil BMW tipe M3 COUPE AT Tahun 2010 
(kendaraan roda empat ketiga).  Walaupun saat ini secara fisik, Pak Dedi hanya 
memiliki tiga kendaraan namun di dalam database SAMSAT, Kendaraan atas 
nama kepemilikan pak dedi sebanyak empat unit. Hal ini disebabkan karena 
mobil BMW dengan tipe 125I COUPE AT tahun 2010 belum dilaporkan kepada 
pihak SAMSAT bahwa telah terjual di tahun 2014 (Pemilik Baru belum 
melakukan BBN-KB).  
Perhitungan: 
1. Mobil Toyota tipe COROLA ALTIS 1.8J MT Tahun 2008 dibeli baru pada 




PKB =  Tarif x NJKB 
PKB = 1,5% x Rp 188.000.000 
PKB = Rp 2.820.000 
2. Motor Honda tipe GOLDWING GL 1800 Tahun 2010 yang dibeli bekas 
pada 2013 dan sudah dilakukan BBN-KB. 
PKB =  Tarif x NJKB 
PKB = 1,5% x Rp 303.500.000 
PKB = Rp 4.552.500 
Penjelasan: Motor Honda tipe GOLDWING GL 1800 Tahun 2010 
dikenakan pajak progresif karena memiliki kapasitas 1800 cc serta 
perhitungan pajak progresif terpisah antara mobil dan motor. 
3. Mobil BMW tipe M3 COUPE AT Tahun 2010 dibeli bekas pada 2015 dan  
telah melakukan BBN-KB namun sebelumnya Pak Dedi memiliki mobil 
BMW dengan tipe 125I COUPE AT tahun 2010 dan telah menjualnya 
tahun 2014 namun belum melaporkan ke SAMSAT . 
PKB =  Tarif x NJKB 
PKB = 3,5% x Rp 1.265.000.000 
PKB = Rp 44.275.000 
Penjelasan: Mobil BMW tipe M3 COUPE AT Tahun 2010 terkena tarif 
sebagai kepemilikan ketiga (3,5%) karena mobil BMW dengan tipe 125I COUPE 
AT tahun 2010 yang telah terjual belum dilaporkan terjual. Hal ini dapat 
berdampak bahwa pemilik baru dari mobil BMW dengan tipe 125I COUPE AT 
tahun 2010 akan dikenakan pajak progresif kepemilikan kedua (2,5%). Hal ini 
dapat berubah apabila Pak Dedi melaporkan bahwa mobil tersebut telah terjual di 
tahun 2014 ke SAMSAT (sehingga Mobil BMW tipe M3 COUPE AT Tahun 2010 
menjadi kepemilikan ketiga) atau pemilik baru melakukan BBN-KB sehingga 
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pembayaran pajak di tahun berikutnya, Mobil BMW tipe M3 COUPE AT Tahun 
2010 akan dikenakan tarif progresif sebagai kepemilikan kedua (2,5%). 
 
Perumpamaan 3 
Bapak Hendra yang beralamatkan Jalan Sukamaju No.99 memiliki 
beberapa jenis kendaraan yakni: 
1. Motor Yamaha tipe JUPITER Z 2P2 tahun 2007 dibeli baru pada tahun 
2007.  
2. Motor Yamaha tipe SCORPIO 5 BP-Z tahun 2009 dibeli baru pada tahun 
2010 12.100.000. 
3. Mobil Daihatsu tipe S402RPPMRFJJ KG SKY Tahun 2013 dibeli baru 
pada tahun 2014.  
Istri Pak Hendra, Bu Anti yang beralamatkan Jalan Sukamaju No.99 
memiliki kendaraan yakni 
4. Mobil Toyota tipe AGYA 1.0 G MT tahun 2015 dibeli baru pada tahun 
2015  
Analisis: Pajak Progresif di Provinsi Sulawesi Selatan dikenakan untuk 
kepemilikan kedua dan seterusnya untuk kendaraan beroda empat dan 
kendaraan beroda dua diatas 500cc. Motor Yamaha tipe JUPITER Z 2P2 tahun 
2007 dan Motor Yamaha tipe SCORPIO 5 BP-Z tahun 2009 bukan termasuk 
objek pajak progresif (dibawah 500cc) sehingga keduanya dikenakan tarif normal 
yakni 1,5%. Mobil Daihatsu tipe S402RPPMRFJJ KG SKY Tahun 2013 
merupakan objek pajak progresif kepemilikan pertama dengan tarif 1,5%. Mobil 
Toyota tipe AGYA 1.0 G MT tahun 2015 merupakan objek pajak progresif 
kepemilikan pertama dari Bu Anti walaupun beralamat sama dengan Pak Hendra 





1. Motor Yamaha tipe JUPITER Z 2P2 tahun 2007 dibeli baru pada tahun 
2007 
PKB  = Tarif x NJKB 
PKB  = 1,5% x Rp 5.700.000 
PKB = Rp 85.500 
2. Motor Yamaha tipe SCORPIO 5 BP-Z tahun 2009 dibeli baru pada tahun 
2010  
PKB =  Tarif x NJKB 
PKB = 1,5% x Rp 12.100.000 
PKB = Rp 181.500 
3. Mobil Daihatsu tipe S402RPPMRFJJ KG SKY Tahun 2013 dibeli baru 
pada tahun 2014 95jt 
PKB  = Tarif x NJKB 
PKB  = 1,5% x Rp 95.000.000 
PKB = Rp 1.425.000 
Penjelasan: Penghitungan pajak progresif untuk motor dan mobil terpisah. 
Istri Pak Hendra, Bu Anti: 
4. Mobil Toyota tipe AGYA 1.0 G MT tahun 2015 dibeli baru pada tahun 
2015  
PKB =  Tarif x NJKB 
PKB = 1,5% x Rp 87.000.000 





4.2.4.2 Mekanisme Pembayaran Pajak Progresif di Kabupaten Bulukumba 
Pembayaran PKB tarif progresif tidak berbeda dengan pembayaran PKB 
non progresif. Adapun beberapa dokumen/berkas yang perlu dibutuhkan dan 
dilampirkan dalam pembayaran PKB adalah sebagai berikut. 
Untuk memperpanjang Pajak STNK Tahunan: STNK yang Asli + 
Fotocopy, Fotocopy BPKB, KTP yang Asli + Fotocopy sesuai dengan nama pada 
STNK dan BPKB. 
Untuk perpanjangan Pajak STNK 5 Tahunan: Cek Fisik Kendaraan 
Bermotor, STNK Asli + Fotocopy, Fotocopy BPKB, KTP Asli + Fotocopy sesuai 
dengan nama pada STNK dan BPKB. 
Peneliti juga menanyakan mengenai pandangan dan sikap masyarakat 
terhadap pajak progresif terutama bagi masyarakat yang terkena pajak progresif 
kepada Muhammad Ansyari, SH., MM. (Administrator Pelayanan). Peneliti 
memperoleh informasi bahwa pada awal penerapan pajak progresif, tanggapan 
masyarakat sangat beragam. Masyarakat masih ada yang kaget dan tidak 
mengetahui pemberlakukan pajak progresif, namun ada pula yang telah 
mengetahui pemberlakuan pajak progresif ini. Bagi masyarakat yang belum 
mengetahui, akan diberikan penjelasan dan pengetahuan awal mengenai pajak 
progresif itu sendiri.  
Muhammad Ansyari, SH., MM. (Administrator Pelayanan) menambahkan 
bahwa sebagian besar masyarakat kabupaten Bulukumba memilih melakukan 
BBNKB (bagi yang membeli kendaraan besar), namun bagi wajib pajak yang 
memiliki kendaraan lebih dari satu akan dikenakan pajak progresif.  
Agar tidak terkena pajak progresif, wajib pajak dapat melaporkan ke 
Samsat apabila kendaraan telah terjual/dipindahtangankan, dengan mengisi 
formulir pernyataan kepemilikan kendaraan bermotor.   
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Dokumen atau berkas yang harus dilampirkan oleh wajib pajak untuk 
melakukan BBN-KB adalah Fotocopy KTP/Keterangan Domisili, Fotocopy STNK 
Asli, Bukti Pembayaran pajak/ SKPD tahun pajak terakhir, BPKP Asli/Fotocopy 
BPKP,Cek Fisik Kendaraan Bermotor, Kwitansi Pembelian Kendaraan dan 
Risalah Lelang (khusus untuk kendaraan dinas). Proses BBN-KB juga tidak 
membutuhkan banyak waktu apabila semua dokumen yang dibawa telah 
lengkap. 
 
4.3 Perbandingan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan 
Sesudah Diterapkannya Pajak Progresif di Kabupaten Bulukumba 
 
 Tabel 4.7 Tingkat Penerimaan PKB di Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 
 
Jenis Kendaraan 





A-1 Sedan, Jeep, 
ST.Wagon (Pribadi) 
 3.707.117.000 4.468.370.000 120,53 
A-2 Sedan, Jeep, 
ST.Wagon (Umum) 
 217.639.000  167.735.000 77,07 
B-1 Bus, Micro Bus 
(Pribadi) 
 17.660.000  2.175.000 0,12 
B-2 Bus, Micro Bus 
(Umum) 
 6.637.000  1.218.000 18,35 
C-1 Truck, Pick Up 
(Pribadi) 
 3.064.505.000  3.154.908.700 102,95 
C-2 Truck, Pick Up (Umum)  128.819.000  6.489.000 5,04 
D-1 Kendaraan Khusus 
(Pribadi) 
- - - 
D-2 Kendaraan Khusus 
(Umum) 
- - - 
E Sepeda Motor,Scooter 
(Umum) 
6.323.320.000  6.380.403.900 100,90 
A-3 Sedan,Jeep, ST. 
Wagon (Dinas) 
- 87.842.000 - 
B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)  963.000  2.135.000 221,70 
C-3 Truck,Pick Up (Dinas) - 34.226.500 - 
E-3 Sepeda Motor (Dinas) 11.954.000 36.643.000 306,53 
D-3 Kendaraan Khusus 
(Dinas) 
- - - 
Pajak Kendaraan Bermotor  13.478.614.000 14.342.146.100 106,41 
Sumber: UPTD Wilayah Bulukumba, 2015. 
55 
 
Penerimaan PKB Tahun 2012 sebesar Rp 14.342.146.100 melebihi target 
yang telah ditetapkan sebesar Rp 13.478.614.000.  
 
Tabel 4.8 Tingkat Penerimaan PKB di Kabupaten Bulukumba Tahun 2013 
 
Jenis Kendaraan 





A-1 Sedan, Jeep, 
ST.Wagon (Pribadi) 
 5.476.550.000  6.438.508.600 117,56 
A-2 Sedan, Jeep, 
ST.Wagon (Umum) 
 238.464.000  168.561.000 70,69 
B-1 Bus, Micro Bus 
(Pribadi) 
 3.996.000  3.990.000 99,85 
B-2 Bus, Micro Bus 
(Umum) 
 2.014.000  1.986.000 98,61 
C-1 Truck, Pick Up 
(Pribadi) 
 3.593.700.000  4.126.263.000 114,82 
C-2 Truck, Pick Up (Umum)  6.450.000  22.061.000 342,03 
D-1 Kendaraan Khusus 
(Pribadi) 
-  21.151.703 - 
D-2 Kendaraan Khusus 
(Umum) 
- - - 
E Sepeda Motor,Scooter 
(Umum) 
 7.662.880.000  8.336.780.400 108,79 
A-3 Sedan,Jeep, ST. 
Wagon (Dinas) 
 68.850.000  105.776.000 153,62 
B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)  2.600.000 3.484.000 134,00 
C-3 Truck,Pick Up (Dinas) 24.067.000 43.702.000 181,58 
E-3 Sepeda Motor (Dinas)  42.900.000  42.375.000 98,78 
D-3 Kendaraan Khusus 
(Dinas) 
- - - 
Pajak Kendaraan Bermotor  17.122.471.000 19.314.628.703 112,80 
Sumber: UPTD Wilayah Bulukumba, 2015. 
 
Penerimaan PKB Tahun 2013 sebesar Rp 19.314.628.703 melebihi target 
yang telah ditetapkan sebesar Rp 17.122.471.000. Tahun 2013 mengalami 










Tabel 4.9 Tingkat Penerimaan PKB di Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 
 
Jenis Kendaraan 





A-1 Sedan, Jeep, 
ST.Wagon (Pribadi) 
Rp 7.098.000.000 Rp 7.617.536.400 107,32 
A-2 Sedan, Jeep, 
ST.Wagon (Umum) 
Rp 238.710.000 Rp 152.527.000 63,90 
B-1 Bus, Micro Bus 
(Pribadi) 
8.577.000 2.820.000 32,88 
B-2 Bus, Micro Bus 
(Umum) 
2.908.000 1.962.000 67,47 
C-1 Truck, Pick Up 
(Pribadi) 
4.280.000.000 5.296.494.200 123,75 
C-2 Truck, Pick Up 
(Umum) 
26.016.000 145.129.400 557,85 
D-1 Kendaraan Khusus 
(Pribadi) 
22.500.000 15.085.703 67,05 
D-2 Kendaraan Khusus 
(Umum) 
- - - 
E Sepeda Motor,Scooter 
(Umum) 
8.925.000.000 9.663.910.200 108,28 
A-3 Sedan,Jeep, ST. 
Wagon (Dinas) 
120.000.000 104.840.000 87,37 
B-3 Bus, Micro Bus 
(Dinas) 
4.080.000 2.205.000 54,04 
C-3 Truck,Pick Up 
(Dinas) 
52.500.000 60.859.000 115,92 
E-3 Sepeda Motor 
(Dinas) 
42.900.000 42.375.000 98,78 
D-3 Kendaraan Khusus 
(Dinas) 
- - - 
Pajak Kendaraan 
Bermotor 
20.826.891.000  23.109.363.903 110,96 
Sumber: UPTD Wilayah Bulukumba, 2015. 
 
Penerimaan PKB Tahun 2014 sebesar Rp 23.109.363.903 melebihi target 
yang telah ditetapkan sebesar Rp 20.826.891.000. Tahun 2013 mengalami 
peningkatan penerimaan PKB dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3.794.735.200 
atau sekitar 19,64%.Tahun ini merupakan tahun dimana pajak progresif mulai 





Tabel 4.10 Tingkat Penerimaan PKB di Kabupaten Bulukumba Tahun 2015  
 
Jenis Kendaraan 
Target Tahun 2015 
(Rp) 
Realisasi hingga 
bulan Oktober 2015 
(Rp) 
% 
A-1 Sedan, Jeep, 
ST.Wagon (Pribadi) 
8.554.000.000 7.357.113.175 86,01 




 81.489.000 94,32 
B-1 Bus, Micro Bus 
(Pribadi) 
8.550.000 4.800.000 56,14 
B-2 Bus, Micro Bus 
(Umum) 
1.450.000 930.000 64,14 
C-1 Truck, Pick Up 
(Pribadi) 
5.535.600.000  4.470.207.000 80,75 
C-2 Truck, Pick Up 
(Umum) 
163.400.000 131.978.200 80,77 
D-1 Kendaraan Khusus 
(Pribadi) 
22.500.000 15.085.703 67,05 
D-2 Kendaraan Khusus 
(Umum) 
- - - 
E Sepeda Motor,Scooter 
(Umum) 
10.500.000.000 8.406.636.250 80,06 
A-3 Sedan,Jeep, ST. 
Wagon (Dinas) 
132.000.000 93.515.000 70,84 
B-3 Bus, Micro Bus 
(Dinas) 
6.630.000 4.055.000 61,16 
C-3 Truck,Pick Up 
(Dinas) 
37.500.000 30.095.000 80,06 
E-3 Sepeda Motor 
(Dinas) 
 43.200.000 34.618.500 80,14 
D-3 Kendaraan Khusus 
(Dinas) 
- - - 
Pajak Kendaraan 
Bermotor  
25.091.230.000 20.630.522.828 82,22 
Sumber: UPTD Wilayah Bulukumba, 2015. 
 
Penerimaan PKB hingga bulan Oktober 2015 sebesar Rp 20.630.522.828 
telah mencapai sekitar 82,22% dari target yang telah ditetapkan sebesar 
Rp25.091.230.000.  
Berdasarkan data diatas, Penerimaan PKB di UPTD Wilayah Bulukumba 
selama tahun 2012 hingga bulan Oktober 2015 mengalami peningkatan. Hal ini 
juga dilihat dari peningkatan target dari tahun ke tahun oleh pihak UPTD wilayah 
Bulukumba. Hal ini juga didukung dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan 
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di Tahun 2012 dan 2013 sekitar 7% sehingga terjadi peningkatan penerimaan 
PKB di tahun 2013 yakni sebesar 34,67%. Pada tahun 2014, Hal ini juga terlihat 
adanya peningkatan penerimaan PKB sebesar 19,64% yang didukung dengan 
peningkatan jumlah kendaraan yakni sekitar 3,47%. 
 Kamaruddin, S.Sos., MM (Kasubag Tata Usaha) menjelaskan bahwa 
rata-rata penerimaan PKB selalu melebihi target. Hal ini menyebabkan target 
disetiap tahunnya mengalami penyesuaian, karena data dilihat dari potensi yang 
ada dilapangan dan didiskusikan dalam rapat. 
 
4.4 Kontribusi Pajak Progresif terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan 
Bermotor di Samsat Bulukumba 
 






Besaran PKB (Rp) 
Mei 2014 3 unit 9.650.000 
Juli 2014 1 unit 3.575.000 
Agustus 2014 1 unit  4.500.000 
September 2014 1 unit  1.785.000 
Oktober 2014 2 unit  6.000.000 
November 2014 4 unit  13.315.000 
Desember 2014 3 unit  9.200.000 
Total 15 unit  38.825.000 
Sumber: UPTD Wilayah Bulukumba, 2015. 
 
Penerimaan pajak progresif selama tahun 2014 sebesar Rp 38.825.000 
dimana total penerimaan PKB selama tahun 2014 adalah Rp 23.109.363.903. 
Kontribusi Pajak Progresif terhadap penerimaan PKB selama tahun 2014 adalah 
sebesar 0,16%.  
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Tabel 4.12 Tabel Penerimaan PKB Tarif Progresif di Kabupaten Bulukumba 





Besaran PKB (Rp) 
Januari 2015 1 unit 2.975.000 
Februari 2015 1 unit 6.250.000 
Maret 2015 1 unit 850.000 
April 2015 1 unit 1.845.000 
Mei 2015 - Nihil 
Juni 2015 - Nihil 
Juli 2015 - Nihil 
Agustus 2015 1 unit 3.650.000 
Total 5 unit 15.570.000 
Sumber: UPTD Wilayah Bulukumba, 2015. 
 
Penerimaan pajak progresif hingga bulan Agustus 2015 sebesar Rp 
15.570.000 dimana penerimaan PKB hingga bulan Agustus 2015 sebesar Rp 
15.807.595.778. Kontribusi Pajak Progresif terhadap penerimaan PKB hingga 
bulan Agustus 2015 adalah sebesar 0,09%. Kontribusi untuk tahun 2015, peneliti 
menandingkan penerimaan pajak progresif dengan penerimaan PKB hanya 
hingga bulan Agustus disebabkan kekurangan data yang dimiliki untuk bulan 
September dan Oktober. 
Dapat disimpulkan bahwa penerapan pajak progresif di Kabupaten 
Bulukumba tidak memberikan dampak/kontribusi yang besar terhadap 
penerimaan PKB. Hal ini disebabkan oleh jumlah kendaraan bermotor yang 







4.5 Perbandingan Realisasi Penerimaan UPTD Wilayah Bulukumba 
Sebelum dan Sesudah Penerapan Pajak Progresif 
 
Tabel 4.13 Tabel Realisasi Penerimaan UPTD di Kabupaten Bulukumba Tahun 
2012 






Pajak Kendaraan Bermotor  13.478.614.000 14.342.146.100 106,4 
Pajak Kendaraan di Atas Air - - - 
BBN-KB  28.140.404.000  24.771.102.750 88,03 
BBN- Kendaraan diatas Air - - - 
Pajak Pengambilan dan 
Pemanfaatan Air Permukaan 
 9.034.000  7.332.020 81,16 
Retribusi Jasa Usaha - - - 
Pendapatan Denda Pajak 
(PKB dan BBN-KB) 
 324.120.000  350.207.520 108 
Jumlah  41.952.172.000  39.470.788.390 94,1 
Sumber: UPTD Wilayah Bulukumba, 2015. 
 
Realisasi penerimaan pendapatan UPTD di tahun 2012 sebesar Rp 
39.470.788.390 mencapai 94,1% dari target sebesar Rp 41.952.172.000. Hal ini 
didukung dengan peningkatan jumlah kendaraan di tahun 2012 yang cukup 
signifikan sebesar 7,94%. 
 
Tabel 4.14 Tabel Realisasi Penerimaan UPTD di Kabupaten Bulukumba Tahun 







Pajak Kendaraan Bermotor 17.122.471.000 19.314.628.703 112,8 
Pajak Kendaraan di Atas Air - - - 
BBN-KB 30.672.900.000 28.968.364.500 94,44 
BBN- Kendaraan diatas Air - - - 
Pajak Pengambilan dan 
Pemanfaatan Air Permukaan 
 9.035.000  9.160.255 101,3 
Retribusi Jasa Usaha - - - 
Pendapatan Denda Pajak 
(PKB dan BBN-KB) 
 416.625.000 441.173.940 105,8 
Jumlah 48.221.031.000 48.7333.327.398 101,1 
Sumber: UPTD Wilayah Bulukumba, 2015. 
Realisasi penerimaan pendapatan UPTD di tahun 2013 sebesar Rp Rp 
48.7333.327.398 mencapai 101,1% melebihi target sebesar Rp 48.221.031.000. 
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Hal ini didukung dengan peningkatan jumlah kendaraan di tahun 2013 sebesar 
7,36%. 
 
Tabel 4.15 Tabel Realisasi Penerimaan UPTD di Kabupaten Bulukumba Tahun 







Pajak Kendaraan Bermotor  20.826.891.000 23.109.363.903 110,9 
Pajak Kendaraan di Atas Air - - - 
BBN-KB  32.572.750.000 31.067.865.500 95,38 
BBN- Kendaraan diatas Air - - - 
Pajak Pengambilan dan 
Pemanfaatan Air Permukaan 
 13.740.000  9.632.238 70,10 
Retribusi Jasa Usaha - - - 
Pendapatan Denda Pajak 
(PKB dan BBN-KB) 
485.000.000 638.633.620 131,6 
Jumlah  53.898.381.000 54.825.495.261 101,7 
Sumber: UPTD Wilayah Bulukumba, 2015. 
 
Realisasi penerimaan pendapatan UPTD di tahun 2014 sebesar Rp 
54.825.495.261 mencapai 101,7% melebihi target sebesar Rp 53.898.381.000. 
Tahun 2014 merupakan tahun dimana pajak progresif diterapkan namun pajak 
progresif hanya mampu menyumbang 0,16% dari penerimaan PKB di tahun 
2014. 
 
Tabel 4.16 Tabel Realisasi Penerimaan UPTD di Kabupaten Bulukumba Tahun 







Pajak Kendaraan Bermotor 25.091.230.000 20.630.522.828 82,2 
Pajak Kendaraan di Atas Air - - - 
BBN-KB 29.840.404.000 20.442.938.500 68,51 
BBN- Kendaraan diatas Air - - - 
Pajak Pengambilan dan 
Pemanfaatan Air Permukaan 
 11.467.000  9.441.454 82,34 
Retribusi Jasa Usaha - - - 
Pendapatan Denda Pajak 
(PKB dan BBN-KB) 
863.987.000 672.726.002 77,86 
Jumlah 55.807.088.000  41.755.628.784 74,82 




Realisasi penerimaan pendapatan UPTD hingga Oktober 2015 sebesar 
Rp 41.755.628.784 mencapai 74,82% dari target sebesar Rp 55.807.088.000. 
Tahun 2015 merupakan tahun kedua dimana pajak progresif diterapkan namun 
pajak progresif hanya mampu menyumbang 0,09% dari penerimaan PKB di 
tahun 2015. 
H. Hatamuddin, SE. (Kasi Pendataan dan Penetapan) menjelaskan 
bahwa pada tahun 2015 dimana kondisi ekonomi tidak terlalu bagus, banyak 
panen yang tidak begitu menghasilkan. Sebab itu, penerimaan dari BBNKB 
kendaraan baru cenderung turun dari tahun lalu. Pihak Samsat tidak dapat 
berbuat banyak mengenai penurunan BBNKB, namun penerimaan PKB akan 
terus berusaha ditingkatkan dengan melakukan beberapa upaya. 
 
4.5.1 Upaya yang dilakukan UPTD Wilayah Bulukumba untuk meningkatkan 
Penerimaan UPTD  
UPTD Wilayah Bulukumba melakukan beberapa upaya untuk 
meningkatkan penerimaan UPTD khususnya PKB adalah sebagai berikut. 
a. Dibukanya Gerai samsat pembantu yang diharapkan dapat beroperasi di 
akhir tahun 2015; 
b. Bekerja sama dengan kepala desa serta lurah dengan memberikan data 
tunggakan serta himbauan kepada masyarakat untuk membayar PKB; 
c. Melakukan sweeping bersama dengan pihak kepolisian agar masyarakat 
diarahkan untuk membayar pajak; 
d. Melakukan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak melalui 







5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai perbandingan 
penerimaan pajak kendaraan bermotor antara sebelum dengan sesudah 
penetapan pajak progresif, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. 
1. Penerapan pajak progresif mulai berlaku serentak di seluruh kabupaten di 
Sulawesi Selatan sejak Maret 2014. Dasar hukum pajak progresif yakni 
Peraturan Gubernur nomor 82 tahun 2011 tentang tatacara pemungutan 
pajak progresif. Adanya jarak waktu antara penetapan peraturan dan 
penerapan di lapangan karena adanya sosialisasi kepada masyarakat 
mengenai pajak progresif. Pajak Progresif dikenakan untuk Wajib pajak 
yang memiliki nama dan alamat yang sama untuk kepemilikan kendaraan 
bermotor kedua dan seterusnya. 
2. Penerimaan PKB di UPTD Wilayah Bulukumba selama tahun 2012 
hingga bulan Oktober 2015 mengalami peningkatan. Penerimaan PKB 
sebelum diterapkannya pajak progresif yakni sebagai berikut. 
a. Penerimaan PKB tahun 2012 sebesar Rp 14.342.146.100 melebihi 
target yang telah ditetapkan sebesar Rp 13.478.614.000.  
b. Penerimaan PKB Tahun 2013 sebesar Rp 19.314.628.703 melebihi 
target yang telah ditetapkan sebesar Rp 17.122.471.000.  
Penerimaan PKB setelah diterapkannya pajak progresif yakni sebagai 
berikut. 
a. Penerimaan PKB Tahun 2014 sebesar Rp 23.109.363.903 melebihi 
target yang telah ditetapkan sebesar Rp 20.826.891.000. 
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b. Penerimaan PKB hingga bulan Oktober 2015 sebesar Rp 
20.630.522.828 telah mencapai sekitar 82,22% dari target yang telah 
ditetapkan sebesar Rp 25.091.230.000. 
3. Penerimaan pajak progresif selama tahun 2014 sebesar Rp 38.825.000 
dimana total penerimaan PKB selama tahun 2014 adalah Rp 
23.109.363.903. Kontribusi Pajak Progresif terhadap penerimaan PKB 
selama tahun 2014 adalah sebesar 0,16%. Penerimaan pajak progresif 
hingga bulan Agustus 2015 sebesar Rp 15.570.000 dimana penerimaan 
PKB hingga bulan Agustus 2015 sebesar Rp 15.807.595.778. Kontribusi 
Pajak Progresif terhadap penerimaan PKB hingga bulan Agustus 2015 
adalah sebesar 0,09%. Di Tahun 2014 dan 2015 dimana telah 
diberlakukannya pajak progresif tidak memberi dampak yang signifikan 
dimana jumlah kendaraan yang terkena pajak progresif hanya 59 unit 
kendaraan. 
4. Realisasi penerimaan pendapatan UPTD wilayah Bulukumba selama 
tahun 2012-2015 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Realisasi 
penerimaan pendapatan UPTD sebelum penerapan pajak progresif 
adalah sebagai berikut. 
a. Realisasi penerimaan UPTD tahun 2012 sebesar Rp 39.470.788.390 
mencapai 94,1% dari target sebesar Rp 41.952.172.000.  
b. Realisasi penerimaan pendapatan UPTD di tahun 2013 sebesar Rp 
48.7333.327.398 mencapai 101,1% melebihi target sebesar Rp  
48.221.031.000.  
Realisasi penerimaan pendapatan UPTD setelah penerapan pajak 
progresif adalah sebagai berikut. 
65 
 
a. Realisasi penerimaan pendapatan UPTD di tahun 2014 sebesar Rp 
54.825.495.261 mencapai 101,7% melebihi target sebesar Rp 
53.898.381.000.  
b. Realisasi penerimaan pendapatan UPTD hingga Oktober 2015 
sebesar Rp 41.755.628.784 mencapai 74,82% dari target sebesar Rp 
55.807.088.000. 
 
5.2 Saran  
Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, diusulkan beberapa saran yang 
dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, 
dan  Samsat Bulukumba antara lain sebagai berikut. 
1. Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan: menelaah lebih lanjut 
mengenai peraturan pajak progresif yang berlaku dimana sebuah 
keluarga (ayah, ibu, anak) dapat memiliki kendaraan (objek pajak 
progresif) lebih dari satu tanpa dikenakan pajak progresif karena hanya 
dikenakan pada nama dan alamat yang sama. Peneliti menyarankan 
sebaiknya diberlakukan dalam 1 kartu keluarga yang sama dapat 
dikenakan pajak progresif. 
2. Bagi Samsat Bulukumba: 
a. Melakukan sosialisasi baik dalam bentuk media cetak ataupun media 
elektronik mengenai pajak progresif dan PKB untuk meningkatkan 
kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak. 
b. Samsat Bulukumba dapat menambah gerai pembantu atau 
mengadakan samsat keliling yang terjadwal sehingga memudahkan 
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Riwayat Pendidikan 
- Pendidikan Formal  : TK Kristen Gamaliel 
SD Kristen Gamaliel 
SMP Katolik Rajawali 
SMA Katolik Rajawali 
 
Pengalaman Organisasi   
1. Anggota Ikatan Mahasiswa Akuntansi (IMA) UNHAS 
 
Demikian Biodata ini dibuat dengan sebenarnya. 
 
 









Pegawai UPTD Wilayah Bulukumba 
1. Bagaimana awal mula terbentuknya Samsat Bulukumba? 
2. Bagaimana tingkat pertumbuhan kendaraan di Kabupaten Bulukumba? 
3. Apa yang dimaksud pajak progresif serta tujuan penerapannya? 
4. Bagaimana penerapan pajak progresif di Kabupaten Bulukumba? Kapan 
pajak progresif mulai berlaku dan bagaimana sosialisasinya kepada 
masyarakat? 
5. Bagaimana pandangan dan sikap masyarakat tentang pajak progresif yang 
sering Bapak temui terutama yang merupakan wajib pajak pajak progresif? 
Adakah kendala yang ditemui? 
6. Bagaimana penerimaan PKB serta penerimaan UPTD secara keseluruhan 
antara sebelum dan sesudah adanya pajak progresif? 
7. Apa saja upaya yang dilakukan pihak Samsat Bulukumba untuk 































Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian 
 
 
 
 
